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ABSTRAKS 

Keberadaan sampah ialah sebuah fenomena sosial yang sulit buat di 

hindari pada kehidupan bermasyarakat, salah satu cara untuk menangani 

masalah sosial ini pemerintah Kota Tanjungpinang menerbitkan 

peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang 

Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui implementasi kebijakan Retribusi pelayanan 

persampahan dalam meningkatkan pendapatan asli Dearah serta 

mengurangi jumlah sampah yang berserakan di Kota Tanjungpinang. 

Teori yang digunakan yaitu terkait Kebijakan Publik. Metode penelitian 

ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Dimana informan pada penelitian ini terdiri dari Kepala 

Seksi Penanganan Sampah, Petugas UPT TPA, Petugas Badan 

Pengelola Pajak Retribusi Daerah serta Masyarakat. Penelitian ini 

menggunakan Teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn dalam 

Subarsono,2016 dengan indikator : standar dan sasaran kebijakan, 

sumber daya, hubungan antar organisasi, kondisi sosial, politik dan 

ekonomi, dan disposisi implementor. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan belum 

berjalan secara optimal, Dikarenakan belum meratanya sisoalisasi 

peraturan Daerah hingga masyarakat masih ada yang tidak mengetahui 

adanya peraturan tersebut, kemudian adanyanya penurunan hasil dari 

pendapatan retribusi persampahan secara berturut-turut mulai dari tahun 

2018 singga tahun 2021 mengalami penurunan hingga tidak mencapai 

target yang ditetapkan dikarenakan masih banyak masyarakat yang 

belum membayar bahkan tidak mau membayar retribusi tersebut. 

 

Kata kunci : Implementasi, kebijakan pemerintah, peraturan Derah, Retribusi 
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POLICY IMPLEMENTATION OF PUBLIC SERVICES 

RETRIBUTION FOR SOLID WASTE SERVICES IN 

TANJUNGPINANG CITY ENVIRONMENTAL DEPARTMENT 
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ABSTRACT 

The existence of waste is a social phenomenon that is difficult to avoid 

in social life, one way to deal with this social problem is that the 

Tanjungpinang City government issued a Tanjungpinang City Regional 

Regulation Number 5 of 2012 concerning Public Service Charges for 

Garbage Services. This study aims to determine the implementation of 

the Garbage Service Retribution policy in increasing the region's 

original income and reducing the amount of scattered waste in the city 

of Tanjungpinang. The theory used is related to Public Policy. This 

research method is a descriptive research with a qualitative approach. 

Data collection techniques are interviews, observation and 

documentation. Where the informants in this study consisted of the 

Head of the Waste Handling Section, UPT TPA officers, Regional Tax 

Retribution Management Agency officers and the community. This 

study uses implementation theory from Van Meter and Van Horn in 

Subarsono, 2016 with indicators: policy standards and targets, 

resources, inter-organizational relations, social, political and 

economic conditions, and implementor dispositions. The results of the 

study show that the implementation of the garbage service levy policy 

has not run optimally, due to the uneven socialization of regional 

regulations so that there are still people who do not know about these 

regulations, then there is a decrease in the results of solid waste 

retribution revenues in a row starting from 2018 to 2021 has decreased 

until it does not reach the set target because there are still many people 

who have not paid or do not even want to pay the levy. 

 

Keywords: Implementation, government policy, Regional regulations, 

Retribution 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah, timbul hal dan kewajiban daerah 

yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam pengelolaan 

keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana merupakan sub 

sistem dan sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok 

dalam penyelenggaraan pemerintah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah didanai dari atas beban pendapatan dan belanja 

daerah. Oleh karena itu yang harus diperhatikan adalah seberapa besar total 

pendapatan daerah yang didapatkan dalam                                                                              

satu tahun anggaran. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung 

pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur 

dari besarnya konstribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap 

total APBD.(ARSYAD 2017) 

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

sumber-sumbar Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari; (1) pajak daerah; (2) 

retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan; dan (4) lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. 

Guna pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan serta efektif dan 

efesien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan 
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mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah 

satu sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial berasal dari sector 

pelayanan persampahan. Dengan pertimbangan bahwa retribusi daerah adalah 

salah satu sunber pendapatan daerah yang penting guna membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan persampahan 

kepada masyarakat, sehingga perlu peraturan berdasarkan perinsip demokrasi, 

pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan 

memperhatikan potensi daerah (ARSYAD 2017).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Berkaitan dengan itu, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sebagai bentuk perwujudan 

peraturan perundang-undangan tersebut, maka daerah membuat produk kebijakan 

yang terkait dengan persampahan guna meningkatkan kebersihan dan kesehatan 

lingkungan berdasarkan potensi yang ada di daerah. Karena populasi dan 

kebutuhan hidup meningkat sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah 

persampahan maka ini memberi peluang kepada pemerintah Kota Tanjungpinang 

untuk melakukan pemungutan retribusi sampah dengan menerapkan Perda 

mengenai retribusi sampah sebagai sebuah acuan agar dalam melakukan 

pemungutan mempunyai patokan atau dasar.   

Sampah adalah setumpuk limbah yang menimbulkan aroma bau busuk yang 

sangat menyengat. Karena bertambahnya jumlah sampah yang meningkat, banyak 

sampah yang tidak terkelola dengan baik. Sehingga dapat menimbulkan masalah 

lingkungan yang merugikan. Maka dari itu, Pemerintah wajib mewujudkan  

pelayanan publik yang baik dengan memberikan keamanan, kenyamanan, 
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keselamatan dan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam 

mewujudkan pelayanan publik yang baik yakni dengan penyelenggaraan 

pelayanan retribusi persampahan agar terciptanya kenyamanan dan kebersihan 

lingkungan serta kesehatan bagi masyarakat. Dengan pelayanan kebersihan yang 

diberikan oleh pemerintah, maka masyarakat memberikan pembayaran sebagai 

balas jasa yang diberikan oleh pemerintah. Pembayaran inilah yang disebut 

dengan retribusi (Alawiyah 2020). 

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya 

jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. 

Retribusi yang di pungut di Indonesia dewasa ini adalah Retribusi daerah. 

Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus diberikan atau disediakan oleh pemerintah 

daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintahan 

daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau 

kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh pribadi atau badan (Alawiyah 2020). 

Berkaitan dengan itu, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 

28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka 

optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat dan untuk meningkatkan pendapatan 

asli daerah. Dimana dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah 

yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Daerah 

diberikan kewenangan yang lebih besar dalam bidang retribusi sejalan dengan 

semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan 
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dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, diberlakukannya undang-undang 

tersebut, maka terdapat kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan 

daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan retribusi daerah 

(Alawiyah 2020). 

Sebagai bentuk perwujudan peraturan Undang Undang tersebut maka 

Pemerintah Kota Tanjungpinang menerbitkan Peraturan Daerah Kota 

TanjungpinangNomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dimana 

Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan merupakan nama Pungutan 

Retribusi atas Jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh 

Pemerintah Daerah. Pelayanan persampahan/Kebersihan aalah pelayanan 

pengangkutan dan pengelolaan sampah dari tempat pengumpulan sampah 

sementara dengan penyediaan Kontainer atau Transfer depo sampai dengan 

pengolahan di Tempat Pembuangan akhir sampah (Alawiyah 2020). 

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 tentang 

Retribusi jasa umum Pelayanan Persampahan/ Kebersihan ini pada dasarnya 

terdiri dari 2 aspek yaitu tentang pengelolaan sampah dan retribusi sampah. 

Ditetapkannya Peraturan Daerah ini dilatar belakangi oleh pertumbuhan jumlah 

penduduk di Kota Tanjungpinang dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang 

mengakibatkan bertambahnya volume sampah sehingga jasa atas pelayanan 

persampahan/kebersihan menjadi sangat strategis dan diperkirakan akan terus 

meningkat. Data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan 

Riau, khususnya jumlah penduduk di Kota Tanjungpinang pada tahun 2020 

mencapai 227663 jiwa. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa potensi sampah 
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di Kota Tanjungpinang cukup besar seiring dengan laju pertumbuhan penduduk 

yang sangat pesat. Permasalahan tersebut juga menjadi fokus penyelesaian utama 

pula bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tupoksi di 

bidang persampahan/ kebersihan. Sampah dan penanganannya merupakan 

masalah di kota-kota besar Indonesia. Permasalahan sampah yang diakibatkan 

oleh jumlah penduduk kota yang padat serta adanya sifat konsumtif masyarakat 

yang semakin besar yang menghasilkan sampah. Semakin banyaknya jenis 

sampah akibat dari tambahnya produksi dan juga kurangnya penanganannya serta 

kesadaran masyarakat mengakibatkan sampah menjadi masalah yang besar.  

Kota Tanjungpinang sebagai Ibu Kota Provinsi Kepri yang memiliki 

jumlah penduduk yang cukup besar, membuat membuat sampah yang dihasilkan 

cukup besar pula. hal ini jika diperhatikan menjadi permasalah bagi Kota 

Tanjungpinang. Berdasarkan data dari Dinas lingkungan Hidup Kota 

Tanjungpinang jumlah sampah yang ada adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. 1 Banyaknya volume sampah,luas wilayah dan jumlah penduduk 

NO Kecamatan 

Luas 

Daratan 

(Km2) 

Jumlah 

Penduduk 

Volume 

Sampah 

1. Bukit Bestari 46.24 56.597 382.19 

2. Tanjungpinang 

Timur 

60.3 107.546 456.61 

3. Tanjungpinang Kota 35.8 20.196 348.15 

4. Tanjungpinang Barat 4.62 51.226 380.98 

5. Jumlah 146.96 235.565 1.156.93 

Sumber ; UPTD TPA Tanjungpinang 2023 
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Berdasarkan table diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kecamatan 

Tanjungpinang Timur merupakan penghasil sampah terbesar seTanjungpinang 

dengan menghasilkan sampah sebesar 456.61 M
3
 dari jumlah sampah diseluruh 

tanjungpinang. Hal ini disebabkan dengan jumlah penduduk yang besar dengan 

wilayah relatif sempit. 

Kota Tanjungpinang menghasilkan timbulan sampah berkisar 168 

ton setiap harinya, dan data menunjukkan bahwa pengangkutan sampah ke TPA 

hanya  mencapai 92 Ton per hari. Permasalahan sampah dapat teratasi jika 

terdapat sistem pembuangan akhir yang baik. Sistem pembuangan akhir sampah 

yang baik adalah pengumpulan sampah di suatu tempat dengan pemantauan, 

karena cara ini dapat mempertahankan kualitas lingkungan dan memperpanjang 

penggunaan lahan pembuangan sampah. Pembuangan sampah dengan secara ini 

di lakukan dengan tujuan agar dalam implementasi kebijakan persampahan dapat 

berjalan tepat sasaran. 

Berdasarkan pengamatan empiris terlihat bahwa antara produksi sampah 

dengan kemampuan untuk mengelola sampah di kota ini tidak seimbang. 

Penyebabnya adalah terbatasnya sumberdaya manusia dan sarana pengumpulan 

serta pengangkutan sampah. Permasalahan ini bukan hanya akan menjadi masalah 

jangka pendek, tetapi akan menjadi masalah jangka panjang, sehingga perlu 

disentuh dengan kebijakan pemerintah daerah, dengan demikian maka 

penangannya akan lebih terintegrasi dengan hasil maksimal. Adanya 

permasalahan sampah tersebut pula akhirnya menimbulkan inisiatif dari 

pemerintah daerah bersama legislatif Kota Tanjungpinang untuk menetapkan 
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sebuah kebijakan guna menyelesaikan permasalahan secara efektif dan efesien. 

Untuk menghadapi permasalahan ini Pemerintah Kota Tanjungpinang 

mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 tahun 2012 

Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan. Berikut peneliti 

menampilkan jumlah Petugas Pelaksana Pemungutan Retribusi Kota 

Tanjungpinang. 

Tabel 1. 2 Staff/Petugas Pelaksana Pemungutan Retribusi 
 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang 

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa petugas pelaksana 

pemungutan retribusi ditinjau dari segi kualitas dan kuantitasnya masih kurang 

memenuhi dibandingkan juknis yang ada, sebab petugas pelaksana diatas harus 

memenuhi retribusi seluruh warga kota Tanjungpinang yang berjumlah 220.812 

Jiwa. Berdasarkan data yang ada terlihat adanya indikasi bahwa para pelaksana 

yang terlibat dalam pelaksanaan retribusi masih mengalami hambatan dalam 

pelaksanaan tugasnya. kompenen sumberdaya lain yang tidak kalah pentingya 

NO Petugas/Staff  Jumlah 

1. Bendahara Retribusi  2 Orang 

2. Juru Pungut Retribusi 15 Orang 

3. Pramu Kebersihan 22 Orang 

4. Pengemudi Truk Sampah 26 Orang 

5. Koordinator Lapangan       5 orang 
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adalah fasilitas fisik. Fasilitas ini dilihat dari apa yang dimiliki oleh dinas 

kebersihan lingkungan hidup Kota Tanjungpinang sebagaimana table berikut ini : 

Tabel 1. 3 Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pemungutan 

retribusi 

No Jenis Jumlah Keterangan 

1. Sara pemindahan 

sampah 

- Armroll 

-Dumptruck 

 

8 unit 

 

17 unit 

Masih kurang untuk seluruh 

titik lokasi pemungutan 

sampah  di Kota 

Tanjungpinang 

2. Bak Komunal 12 unit Sudah mencukupi untuk setiap 

kelurahan disediakan satu unit 

3. Bak Permanen - 2 unit baik 

- 3 unit rusak 

sedang 

- 4 unit rusak berat 

 

Masih kurang untuk semua 

kecamatan dan kelurahan di 

Kota Tanjungpinang 

Khususnya di kelurahan Sei 

Jang, Kampung Bulang dan 

Kamboja mengalami rusak  

berat 

4. Bak Kontainer 17 unit Masih kurang untuk semua 

kelurahan di Kota 

Tanjungpinang    

sumber : Dinas Lingkuan Hidup Kota Tanjungpinang 

Dari table diatas tampak bahwa sarana dan prasarana yang ada guna 

menunjang pelaksanaan pemungutan retribusi sampah masih belum memadai 

maksimal jadi dapat disimpulkan bahwa pada variabel ini masih mengalami 

hambatan, khususnya sumberdaya manusia yang kurang dan fasilitas ada banyak 

yang rusak sehingga perlu diganti. Sedangkan untuk penggantian tersebut masih 

menunggu dananya ada. 
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Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses 

kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar 

mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan 

dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana 

aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara 

bersama sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan 

yang diinginkan (Alawiyah 2020). 

Bagaimana pentingnya pelaksanaan pengelolaan retribusi pelayanan 

persampahan di Kota Tanjungpinang adalah upaya pemerintah daerah dalam 

mengarahkan aparatnya guna melaksanakan pemungutan pajak dan tertib disiplin 

administrasi, Pengawasan yang ketat serta dalam kesempatan itu turut 

memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadarannya 

membayar retribusi dan memperhatikan sarana dan prasarana yang mempengaruhi 

penerimaan retribusi. Pelayanan kebersihan yang diberikan oleh pemerintah 

daerah kota Tanjungpinang sangat dibutuhkan karna dari data penduduk yang 

sangat meningkat sudah dijelaskan diatas dan itu berdampak pada volume sampah 

yang dihasilkan. 

Retribusi pelayanan sampah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota 

Tanjungpinang digunakan untuk membantu dalam pembiayaan pengelolaan 

sampah yang ada di Kota Tanjungpinang. Struktur dan besarnya tarif retribusi 

pelayanan sampah dengan mempertimbangkan biaya pelayanan, kemapuan 

masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan 

persampahan. Dari hasil pungutan retribusi pelayanan sampah/kebersihan yang 
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telah ditentukan dari pemerintah, diharapkan benar benar dapat dilaksanakan 

dengan baik dan dapat hasil yang memuaskan sehingga dalam melaksanakan 

pengelolaan sampah di daerah akan lancar karena tersedianya dana yang berasal 

dari dana retribusi pelayanan persampahan. 

Berikut table struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan 

dan kebersihan Kota Tanjungpinang. 

Tabel 1. 4 Struktur besaran tarif retribusi Persampahan 

NO OBJEK RETRIBUSI BESARNYA 

RETRIBUSI 

1 PERUMAHAN 

a. Rumah tempat tinggal di pinggir jalan Rp                   20.000 

b. Rumah tempat tinggal tidak di pinggir jalan Rp                   10.000 

c. Rumah kos :  

 Jumlah 1 kamar sampai dengan 5 kamar Rp                   20.000 

 Jumlah 6 kamar sampai dengan 10 kamar Rp                   30.000 

 Jumlah 11 kamar sampai dengan 25 kamar Rp                   40.000 

 Jumlah diatas 25 kamar Rp                   50.000 

2 PERDAGANGAN  

 a. Pedagang kaki lima (pe-rhari) Rp                     1.000 

b. Toko kecil/kios (per-pintu) Rp                   50.000 

c. Toko besar/ ruko (per-pintu) Rp                 120.000 

d. Toko Swalayan (perunit) Rp                 200.000 

e. Mall/plaza Rp                 400.000 
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3 HOTEL/PENGINAPAN 

a. Hotel berbintang 4 keatas Rp                 500.000 

b. Hotel berbintang 1-3 Rp                 400.000 

c. Hotel melati Rp                 300.000 

d. Losmen/pondok wisata :         

 Jumlah kamar 1-10 Rp                   60.000 

 Jumlah kamar 10-20 Rp                   80.000 

 Jumlah kamae 20-30 Rp                 120.000 

 Jumlah kamar diatas 30 setiap 1 kamar ditambah  Rp                   10.000 

4 RESTORAN/RUMAH MAKAN DAN SEJENISNYA 

a. Jumlah 1-5 meja Rp                   60.000 

b. Jumlah 5-10 meja Rp                   80.000 

c. Jumlah 10-15 meja Rp                 120.000 

d. Diatas 15 meja, setiap meja ditambah  Rp                 100.000 

5 PERUSAHAAN/PABRIK/INDUSTRI DAN SEJENISNYA 

a. Luas 0 s/d 50 M Rp                 100.000 

b. Luas 51 s/d 100 M2 Rp                 200.000 

c. Luas diatas 100 M2, setiap kelebihan dari 100 M2 

ditambah 

Rp                   10.000 

6 USAHA LIBURAN/REKREASI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM 

a. Bioskop  Rp                 100.000 

b. Billyard Rp                   60.000 

c. Salon kecantikan Rp                   30.000 
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d. Tempat rekreasi Rp                 100.000 

e. Terminal/pelabuhan Rp                   80.000 

f. Olahraga  Rp                 100.000 

7 TEMPAT USAHA LAINNYA 

a. Bengkel mobil/Show room Rp                 200.000 

b. Bengkel sepeda motor  Rp                 125.000 

c. Gudang Rp                 400.000 

d. Garasi/parker alat berat, Bus Truck Rp                 300.000 

e. Garasi kendaraan lainnya Rp                 100.000 

8      PERKANTORAN 

a. Pemerintah  Rp                 100.000 

b. Non Pemerintah/ Swasta Rp                 100.000 

c. Rumah Sakit Rp                 200.000 

d. Puskesmas  Rp                 100.000 

e. Sekolah/Lembaga Pendidikan  Rp                   50.000 

9 KHUSUS 

a. Membuang sampah ke TPA langsung selain dari 

transfer depo, TPS dan pasar (per-m3) 

Rp                     5.000 

b. Membuang sampah tinja ke instalasi pengelolaan 

lumpur tinja/ILTP (per-m3) 

Rp                   50.000 

c. Jasa sewa mobil Toilet (per-hari) Rp                 500.000 

 Sumber : Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Untuk mencapai tujuan di atas maka keberhasilan retribusi pelayanan 

persampahan tergantung pada suatu cara pelaksanaan pemungutan retribusi yang 
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ditentukan Pemerintah Daerah yang mana dalam operasionalnya dapat 

disesuaikan dengan kondisi kegiatan masyarakat. Cara pelaksanaannya 

pemungutan tersebut dapat menjadi suatu sistem pelaksanaan yang terarah pada 

tujuan, Selain itu dapat memberikan pelayanan dan pengaturan yang baik terhadap 

masyarakat. Akan tetapi besaran tarif retribusi sampah dan banyaknya jumlah 

penduduk di kota Tanjungpinang tidak sebanding dengan dana pencapaian hasil 

retribusi persampahan di Kota Tanjungpinang, dimana dana retribusi 

persampahan tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah Daerah. Berikut data pencapaian dan target Retribusi persampahan di 

Kota Tanjungpinang. 

Tabel 1. 5 Data Pencapaian dan Terget Retribusi Persampahan 

  

 

 

 

 

 

S

u

sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang 

Dapat dilihat dari data diatas bahwa target anggaran tidak konsisten 

terlihat dari naiknya angka target yang ditetapkan tiap tahunnya. Target anggaran 

NO TAHUN TARGET PENCAPAIAN 

1. 2016 Rp. 875.000.000 Rp. 916.430.000 

2. 2017 Rp. 876.000.000 Rp. 941.354.000 

3. 2018 Rp. 1.075.000.000 Rp. 965.187.200 

4. 2019 Rp. 1.050.000.000 Rp. 917.483.000 

5. 2020 Rp. 1.025.000.000 Rp. 784.686.000 

6. 2021 Rp. 1.010.000.000 Rp. 676.644.800 

7. 2022 Rp. 2.300.000.000 Rp. 1.047.718.00 
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pada dinas lingkungan hidup kota Tanjungpinang tidak mencapai taerget 

anggaran. Persentase target pada setiap tahunnya mengalami penurunan mulai dari 

tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami penurunan berturut-turut. Untuk 

mencapai tujuan di atas maka keberhasilan retribusi pelayanan persampahan 

tergantung pada suatu cara pelaksanaan pemungutan retribusi yang ditentukan 

Pemerintah Daerah yang mana dalam operasionalnya dapat disesuaikan dengan 

kondisi kegiatan masyarakat. Cara pelaksanaannya pemungutan tersebut dapat 

menjadi suatu sistem pelaksanaan yang terarah pada tujuan, Selain itu dapat 

memberikan pelayanan dan pengaturan yang baik terhadap masyarakat. 

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Tanjungpinang, mempunyai tugas Menyelenggarakan pelayanan kebersihan, 

pengangkutan sampah, pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana 

kebersihan, pemeliharaan kendaraan operasional, sarana prasarana kebersihan 

serta pemungutan retribusi sampah. 

Dalam Implementasi, diperlukan pengukuran untuk mengukur sebuah 

keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Apakah kebijakan tersebut 

sudah optimal atau belum optimal mengenai kebijakan Retriusi Jasa Umum 

Pelayanan Persampahan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Tanjungpinang yang dipengaruhi oleh faktor sasaran dan kebijakan, sumber daya, 

hubungan antar organisasi, disposisi implementor dan lingkungan sosial, ekonomi 

dan politik . Namun yang terjadi adalah faktor komunikasi mengenai Kurangnya 

sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksanan kebijakan yaitu Dinas Lingkungan 

Hidup mengenai peraturan Retribusi Jasa Umum pelayanan masih sebesar 50% 
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dan itu masih belum optimal. Faktor sumber daya mengenai Pelayanan kebersihan 

dan Sumber daya para pegawai hanya sebesar 40% dan masih jauh dari kata 

optimal. 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, Penulis tertarik 

mengangkat tema Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum Pelayanan 

Persampahan karena ingin mengetahui seberapa besar kebijakan yang dikeluarkan 

oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang berdasarkan PeraturanDaerah 

Kota Tanjungpinang dalam mengelola pemungutan retribusi Pelayanan 

Persampahan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota 

Tanjungpinang. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Implementasi  Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan di Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang” 

1.2 Rumusan Masalah 

 

 Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum Pelayanan 

Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis : 

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah pelaksanaan Implementasi Kebijakan 
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Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan Di Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Tanjungpinang 

2. Untuk mengetahui bagaimanakah penarikan retribusi pelayanan 

persampahan/kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang  

3. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dari Kebijakan Retribusi 

Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1.4.1 Secara Teoritis 

 

 Secara Teoritis diharapkan hasil dari penelitian ini dapat 

memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi instansi yang 

berkaitan dalam mengimplementasikan peraturan daerah yang berguna 

untuk melengkapi dan mengembangkan ilmu administrasi negara dan 

dijadikan sebagai masukan dalam upaya meningkatkan pelayanan 

pemerintah dan juga sebagai sub mata kajian dalam konteks ilmu 

administrasi negara. 

1.4.2 Secara Praktis 

Secara Praktis diharapkan hasil dari penelitian ini diharapkan bisa 

dijadikan bahan informasi bagi masyarakat dalam mengembankan ilmu 

pengetahuan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

  2.1. Tinjauan Pustaka 

 

Tinjauan pustaka ini merupakan salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian dengan tujuan agar penulis dapat memperkarya teori yang digunakan 

dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.Penulis mengangkat beberapa 

penelitian terdahulu sebagai referensi dalam memperkarya bahan kajian dalam 

penelitian penulis.Berikut adalah penelitian terdahulu berupa jurnal yang 

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis diantaranya : 

1. SkripsiAndhitya Ristianto, 2018, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 

Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Kediri (Studi Pada 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri). Menurut  penelitian ini 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Seperti yang dijabarkan 

oleh Moloeng (2007: 11), deskriptif merupakan laporan yang berisi 

kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan. hasil 

penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 

Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Kediri berdasarkan 

Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn, dengan 6 variabel yang 

meliputi: 1) standar dan sasaran kebijakan/ukruan dan tujuan kebijakan; 2) 
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sumber daya; 3) karakteristik organisasi pelaksana; 4) sikap para 

pelaksana; 5) komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan 

pelaksanaan; dan 6) lingkungan sosial, ekonomi dan politik, telah tercapai 

dengan cukup baik karena masih terdapat faktor-faktor penghambat dalam 

proses implementasi kebijakan tersebut.Terdapat beberapa faktor 

pendukung atas terlaksananya Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 

Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, yaitu: 1) partisipasi 

masyarakat; 2) ketersediaan lahan untuk mengelola sampah; serta 3) 

kunjungan dari DKP Kota Kediri kepada masyarakat yang menjadi 

motivasi bagi masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah 

sebagai berikut: 1) faktor penegak hukum; 2) faktor sarana dan fasilitas; 3) 

faktor kesadaran masyarakat; serta 4) faktor kebudayaan. Sementara itu 

penelitian yang berjudul “Implementasi  Kebijakan Retribusi Jasa Umum 

Pelayanan Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Tanjungpinang” penelitian ini lebih berfokus pada Implementasi 

Kebijakan Retribusi jasa umum pelayanan persampahan/kebersihan yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dalam 

mengelola retribusi pelayanan persampahan untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang. 

2. Skripsi Siti Masithah Batu Bara.(2020) Imlpementasi Peraturan Daerah 

Labuhan Batu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan Di Kecamatan Rantau Selatan Dalam Perspektif 
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Fiqh Siyasah. Hasil Penelitian menunjukan bahwa: Implementasi retribusi 

pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Labuhan Batu belum 

efektif, yaitu: Pertama dari faktor hukum, banyaknya kekurangan yang 

diatur dalam perda menyebabkan tidak maksimalnya pemungutan retribusi 

persampahan di Kabupaten Labuhan Batu. Kedua faktor penegak hukum, 

lemahnya pengawasan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Badan 

yang terkait hal melakukan pungutan retribusi. Ketiga faktor sarana dan 

fasilitas pendukung, kurangnya truk pengangkut sampah yang disedikan 

oleh pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, terbatasnya TPS di tiap-tiap 

kecamatan, jarak TPA yang sangat jauh, serta banyak sampah tidak 

diangkut sesuai jadwal pengangkutan yang berimbas pada masyarakat 

enggan untuk membayar retribusi pelayanan persampahan/keberishan. 

Keempat faktor masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat dalam 

membayar retribusi persampahan/kebersihan, masih banyaknya 

masyarakat yang membuang sampah bukan pada TPS yang telah 

disediakan serta keterbatasan pemahaman masyarakat akan pentingnya 

menjaga lingkungan bebas dari sampah. Peneelitian yang digunakan 

adalah penelitian hukum Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan 

cara terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan informasi sebagai 

suatu fakta hukum yang dibutuhkan, dengan menggunakan metode 

wawancara dari narasumber yang dibutuhkan, serta referensi lainnya 

berhubungan dengan permasalahan. Sumber hukum dilengkapi dengan 
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bahan hukum primer dari hasil analisis PERDA Labuhan Batu Nomor 39 

Tahun 2011, berbagai peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum 

sekunder dari referensi-referensi (buku, kamus hukum, jurnal ilmiah, dan 

sumber lainnya), diolah dengan metode analisis kuantitatif dan data 

kualitatif. Sementara itu penelitian yang berjudul“Implementasi  

Kebijakan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan di Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang” penelitian ini lebih berfokus 

pada Implementasi Kebijakan Retribusi jasa umum pelayanan 

persampahan/kebersihan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota 

Tanjungpinang dalam mengelola retribusi pelayanan persampahan untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang. 

3. Skripsi Fajar Heru Trihanggo, Dra.Margaretha Suryaningsih,MS. (2019). 

Implementasi Perda tentang Pelayanan Retribusi Persampahan/Kebersihan 

Di Kabupaten Kudus. Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan 

pemerintah terkait Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang 

retribusi pelayanan persampahan. Lokus dari penelitian ini adalah 

kabupaten kudus. Pelayanan yang dilakukan Pemerintah Daerah 

Kabupaten kudus sesuai dengan pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 12 

Tahun 2010 belum berjalan dengan optimal. Hal ini mengingat pelayanan 

yang disediakan oleh Dinas masih terbatas. Selain itu kerjasama dengan 

Pemerintah Desa dalam pengelolaan pelayanan sampah masih terbatas di 

beberapa wilayah saja. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
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adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif 

merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi 

mengenai status variabel, gejala, atau keadaan yang ada, yaitu keadaan 

gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.Sementara itu 

penelitian yang berjudul “Implementasi  Kebijakan Retribusi Jasa Umum 

Pelayanan Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Tanjungpinang” penelitian ini lebih berfokus pada Implementasi 

Kebijakan Retribusi jasa umum pelayanan persampahan/kebersihan yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dalam 

mengelola retribusi pelayanan persampahan untuk meningkatkan 

Pendapatan  Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang. 

4. Skripsi Yogi Heleanto. (2016). Implementasi Peraturan Daerah kota 

Bandar lampung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Redribusi jasa umum 

pelayanan persampahan. Penelitian ini menitik beratkan pada 

permasalahan implementasi perda kota Bandar Lampung nomor 5 tahun 

2011 tentang retribusi jasa umum pelayanan persampahan, dalam upaya 

pelaksanaan pelayanan retribusi sampah di Kota Bandar Lampung. Dalam 

mengungkapkan permasalahan ini, peneliti menggunakan model 

implementasi yang dikembangkan oleh George C Edward III dan beberapa 

teori penunjang lainnya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ditemukan bahwa implementasi 

perda nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum pelayanan 
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persampahan di Kota Bandar Lampung belum berjalan maksimal karena 

sikap pelaksana yang dilakukan oleh pihak Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan (Disbertam) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Disbertam 

Kota Bandar Lampung belum baik. Selain itu masih ditemukan beberapa 

hambatan, yaitu masih seringnya terjadi kesalahan antara pihak pelaksana 

UPT Disbertam Kota Bandar Lampung dan masyarakat dalam 

pembayaran retribusi dan waktu pembayaran. Untuk itu diperlukan sikap 

pelaksana yang memilki sifat atau perspektif yang berbeda dengan 

pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan harus mendetail. 

Semua ini ditujukan agar dalam pelaksanaannya nanti tidak terjadi 

kekeliruan bahkan kesalahan baik dalam adminstratif maupun di lapangan, 

serta faktor penghambat implementasi perda nomor 5 tahun 2011 tentang 

retribusi jasa umum pelayanan persampahan di Kota Bandar Lampung 

dapat diminimalisir. Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Pelayanan 

Persampahan, Retribusi Sampah.  Sementara itu penelitian yang berjudul 

“Implementasi  Kebijakan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan 

di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang” penelitian ini lebih 

berfokus pada Implementasi Kebijakan Retribusi jasa umum pelayanan 

persampahan/kebersihan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota 

Tanjungpinang dalam mengelola retribusi pelayanan persampahan untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang. 
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5. Skripsi Kamalludin. (2013). Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah Di 

Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang (Studi Implementasi 

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Perubahan 

Perda Kotamadya Daerah TK II Malang No. 6 Tahun 1989 Tentang 

Penyelenggaraan Kebersihan Di Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota 

Malang ). Menurut penelitian ini Dalam proses implementasi kebijakan 

retribusi sampah di Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang masih 

banyak kendala-kendala sehingga berdampak pada pelayanan penanganan 

persampahan yakni pelayanan persampahan masih belum optimal, karena 

keterbatasan kesediaan anggaran (pelayanan persampahan masih 36%); 

luasnya wilayah Kota Malang, sehingga belum maksimal penanganan 

sampah, masih relatif sedikit masyarakat yang berperan serta aktif dalam 

penanganan pengelolaan persampahan; sampah masih dipandang sebagai 

sampah dan dibuang begitu saja (paradigma lama).Pelaksanaan ditelaah 

dengan beberapa variabel yang telah dikembangkan oleh Metode Edwards. 

Variabel ini meliputi komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur 

birokrasi.Dalam variabeel komunikasi, komunikasi telah dikembangkan 

melalui jalur formal yang ada sehingga dapat berjalan dengan efektif. Di 

samping itu juga didukung adanya kepemimpinan yang baik sehingga para 

pelaksana memperoleh kejelasan dan konsistensi arahan dilapangan. 

Kejelasan dan konsistensi ini mampu mendukung aturan formal yang telah 

ada sehingga para pelaksana kebijakan retribusi sampah di Kelurahan Gadang 
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Kecamatan Sukun Kota Malang telah mampu memahami apa yang harus 

mereka laksanakan, maupun mengatasi masalah yang terjadi.Dalam variabel 

sumber daya dapat disimpulkan bahwa aparat pelaksana jika dilihat dari segi 

kuantitas belum memenuhi kriteria petunjuk pelaksanaan. Untuk faktor dana 

masih terlihat ada masalah, sedangkan bagi masalah prasarana fisik sendiri 

tampak masih perlu diadakan penambahan, perbaikan serta penggantian 

prasarana yang rusak dalam usaha untuk meningkatkan pelayanan publik, 

Pada variabel sikap pelaksana terlihat tidak ada kepatuhan dari aparat 

pelaksana. Hal tersebut dikarenakan para pelaksana hanya merasa memahami 

apa saja yang harus mereka lakukan. Namun pada pelaksanaan pemungutan 

retribusi ini mash terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang 

dan tugas yang bersifat kompleks, Dalam variabel struktur birokrasi dapat 

disimpulkan belum berhasil dengan baik, hal ini disebabkan oleh tidak adanya 

desentralisasi wewenang dan wewenang yang dimiliki hanya sedikit. Serta 

belum adanya keterpaduan antar lembaga pelaksana hal inilah yang 

menyebabkan ketidak sinambungan dalam pelaksanaan di lapangan. 

Sementara itu penelitian yang berjudul “Implementasi  Kebijakan Retribusi 

Jasa Umum Pelayanan Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Tanjungpinang” penelitian ini lebih berfokus pada Implementasi Kebijakan 

Retribusi jasa umum pelayanan persampahan/kebersihan yang dikeluarkan 

oleh Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dalam mengelola retribusi 
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pelayanan persampahan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kota Tanjungpinang.  

2.2 Kerangka Teori 

 

2.2.1 Kebijakan Publik 

 

 Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengembalian 

dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap 

dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak 

yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan 

sebuah alat atau instrument untuk mengatur penduduk dari atas ke bawah. 

Kebijakan pemerintah atau kebijakan publik merupakan hasil interaksi 

intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasarkan fenomena yang 

harus dicarikan solusinya. Menurut pendapat Subarsono kebijakan public 

dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan pemerintah 

provinsi, peraturan pemerintah Kota/Kabupaten, dan keputusan 

Walikota/Bupati (Nugroho, 2003 :14). 

Definisi kebijakan public dari berbagai keputusan,dilirik dalam 

perpustakaan internasional menyebabkan definisi kebijakan public sebagai 

public polisi yaitu sebuah aturan yang mengukur kehidupan bersama yang 

harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Pada setiap 

pelanggaran diberi sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan 
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sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas 

menjatuhkan sanksi. Pada setiap pelanggaran diberi sanksi sesuai dengan 

pelanggaran yang dilakukan aturan atau peraturan tersebut secara 

sederhana kita pahami sebagai kebnijakan publik. Jadi, kebijakan public ini 

dapat kita artikan suatu hokum. (Abidin, 2012). 

Bukan hanya sekedar hukum, seharusnya kita biasa memahami nya 

secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan 

bersama yang harus diatur maka formulasi tersebut menjadi kebijakan 

publik yang perlu dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat 

yang berwenang. 

Menurut Jenkin dalam Suaib (2016 :74) mengatakan kebijakan 

public adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan, yang diambil 

oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan 

tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu 

situasi dimana keputusan-keputusan itu pada perinsipnya berada dalam 

batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut. Menurut 

Anderson dalam (agustino, 2012 :7) menyebutkan kebijakan public adalah 

serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang 

diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktora atau sekelompok aktor yang 

berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. 
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Kemudian menurut Nugroho dalam Mulyadi (2015:165) 

mengemukakan kebijakan public adalah suatu pencapaian tujuan atau 

sebagai aktivitas-aktivitas yang dikerjakan untuk mencapai tujuan yang 

dapat disederhanakan dengan mengetahui sejauhmana kemajuan 
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Dye dalam Mulyadi (2015:36) kebijakan public adalah “whatever 

governments choose to do or not to do”. (apapun yang dipilih pemerintah 

untuk dilakukan atau tidak dilakukan ) definisi ini menjelaskan bahwa 

kebijakan public adalah mengenai “tindakan” dan bukan semata merupakan 

pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat public atau segala sesuatau 

yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Menurut Charles O. jones dalam (Yulianto Kadji 2015: 11) 

menegaskan bahwa kebijakan public terdiri dari komponen-komponen : 

a. Goal atau tujuan yang diinginkan 

b. Plans atau proposal, yaitu pengertian yang spesifikasi untuk mencapai 

tujuan 

c. Programs, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan  

d. Decision atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan 

tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program. 

e. Efek, yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja atau tidak, 

primer atau sekunder). 
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Dari beberapa pendapat para ahli diatas, jadi dapat dipahami bahwa 

kebijakan public adalah suatu keputusan system politik yang 

bekesinambungan dan saling terkait yang dilakukan atau tidak dilakukan 

oleh pemerintah dalam mengatur, mengelola dan menyelesaikan segala 

persoalan public. Artinya kebijakan public diputuskan/disetujui oleh 

pemerintah sebagai system politik yang diberikan mandat oleh rakyat 

dalam usaha menjalankan segala yang menjadi keinginan dari rakyat 

terutama dalam hal penyelesaian suatu masalah yang timbul atau sedang 

berkembang dimasyarakat. Kebijakan yang ditetapkan atau di setujui oleh 

pemerintah tidak selamanya dapat diterapkan atau dilaksanakan dalam 

masyarakat karena kondisi atau suatu hal yang dapat memaksa kebijakan 

tersebut tidak dapat diterapkan dalam masyarakat. 

2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik 

 

 Implementasi kebijakan artinya cara agar sebuah kebijakan bisa 

mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh winarno, 

menjelaskan bahwa implementasi kebijakan artinya : “implementasi 

kebijakan dilihat pada pengertian luas artinya alat administrasi hukum 

dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja 

bersama sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau 

tujuan yang diinginkan”. (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002 :101-

102).  
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Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah sebuah proses agar 

kebijakan mudah dapat mencapai tujuan. (Tachjan,2006) tidak lebih dan 

tidak kurang. untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua 

pilihan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-

program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari 

kebijakan publik tersebut. Secara keseluruhan, model continentalist (Dr. 

Dra. Karmanis et al., 2021), dapat digambarkan sebagai berikut. 

Gambar 2. 1 Model Continentalist Implementasi Kebijakan Publik 

 

Kebijakan Publik 

 

 

 

 

 

 Sumber : Buku Implementasi Kebijakan Publik 

Charles O. Jones mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah 

suatu kegiatan untuk mengoperasikan sebuah program dengan 

memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan, yaitu : Organisasi, 

Interpretasi, dan Aplikasi (penerapan). Implementasi kebijakan publik 

Kebijakan publik penjelas 
Program 

Proyek 

Pemanfaatan 

Kegiatan 
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merupakan sesuatu yang penting. kebijakan yang dibuat hanya akan 

menjadi “seperti kertas” apabila tidak berhasil dilaksanakan. Oleh karena 

itu, implementasi kebijakan publik perlu dilakukan dengan 

mempertimbangkan berbagai faktor, agar kebijakan publik yang dimaksud 

benar-benar dapat berfungsi sebagai alat untuk merealisasiakan harapan 

yang diinginkan. (Sulistyastuti, 2015). 

Dengan kata lain, implementasi kebijakan publik merupakan upaya 

untuk merealisasikan sesuatu keputusan atau kesepakatan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. sekalipun implementasi kebijakan publik 

memainkan peran penting dalam merealisasikan misi suatu kebijakan 

publik, tetapi tidak berarti bahwa implementasi kebijakan publik terpisah 

dari tahapan formulasi. Keberhasilan suatu kebijakan publik sangat 

tergantung pada tatanan kebijakan publik makro dan mikro. Artinya, 

formulasi kebijakan publik makro yang ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, keberhasilan implementasinya akan 

dipengaruhi oleh kebijakan publik operasional serta kelompok sasaran 

dalam mencermati lingkungan. 

Implementasi publik tidak hanya mencangkup operasionalisasi 

kebijakan publik ke dalam mekanisme birokratis, tapi juga terkait dengan 

bagaimana agar kebijakan publik tersebut dapat diterima, dipahami, dan 

didukung oleh kelompok sasaran. Hal ini merupakan bagian dari proses 
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politik. Sebagai bagian dari proses politik, maka implementasi kebijakan 

publik juga perlu memperhatikan berbagai jaringan kekuatan politik, 

ekonomi, dan sosial yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang 

terlibat, sehingga kebijakan publik tersebut dapat mencapai harapan yang 

diinginkan. 

Menurut Hood dan Gunn dalam (Saefullah Djadja, 2016,41) untuk dapat 

mengimplementasikan kebijakan Negara secara sempurna (perfect 

implementation) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-

syarat itu sebagai berikut :  

a. kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak 

akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius. 

b. untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang 

cukup memadai. 

c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia. 

d. kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan 

kualitas yang handal. 

e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai 

penghubungnya. 

f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil. 

g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. 

h. Tugas-tugas terperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. 
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i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. 

j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan 

mendapatkan kepatuhan yang sempurna. 

 sedangkan menurut Daniel Mamanian dan Pau A. Sabatier dalam 

(Saefullah Djadja, 2016,58), variabel-variabel yang mempengaruhi 

tercapainya tujuan-tujuan formal padakeseluruhan proses implementasi 

dapat dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori sebagai berikut :  

a. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap/dikendalikan. 

b. kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat 

proses implementasinya 

c. pengaruh langsung berbagai variabel yang termuat dalam keputusan 

kebijakan tersebut 

sedangkan menurut Edward III (1980:27) dalam (Kadji,2015: 63) 

implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara 

pengembangan strategi dan konsekuensi dari kebijakan pada tujuan 

pada sasaran yang dipengaruhi olehnya. Edwards III (1980) 

mengemukakan: “Inour approach to the study of policy implementation, 

we beginin the abstract and ask:   What are the preconditions for 

success ful policy implementation? What are the primary obstacles to 

success ful policy implementation?” Untuk menjawab pertanyaan 

penting itu, maka Edwards III (1980) menawarkan dan 



33 
 

 
 

mempertimbangkan empat factor dalam mengimplementasikan 

kebijakan publik, yakni: 

“Communication, resourches, dispositions orattitudes, and bureaucratic
 

structure”. 

 

Gambar 2. 2 Model Implementasi Kebijakan Edward 

 

Sumber: Buku Implementasi Kebijakan Publik, 2015 

 

a) Communication (Komunikasi) 

 

Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, jika yang 

bertanggung jawab dalam proses implementasi kebijakan tersebut 

mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk 

mengimplementasikan  kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, 

dan konsisten kepada orang-orang yang benar-benar mampu 
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melaksanakan nya. Jika pesan dan perintah kebijakan yang diberikan oleh 

pembuat kebijakan tidak jelas dan tidak terspesifikasikan, maka 

kemungkinan besar akan terjadi kesalah pahaman ditingkat implementor 

kebijakan  yang ditunjuk. Dalam tataran inilah, maka faktor komunikasi 

(dalam bentuk vertikal  ) memegang peran penting aga rimplementor 

kebijakan mengetahui persiapan yang akan mereka kerjakan. Hal ini 

menjadi prasyarat agar pesan dan perintah kebijakan harus 

komunikasikan dengan perintah yang jelas dari atasan kepada 

implementor kebijakan, sehingga implementasi kebijakan tidak  keluar 

dari sasaran yang dikehendaki. Sebab, tidak sempurnanya aspek 

komunikasi juga dapat mengakibatkan para implementor menafsirkan 

kebijakan sebagai otoritas, seperti tindakan-tindakan untuk menyempit 

kan kebijakan umum menjadi tindakan-tindakan spesifik. Inkonsistensi 

pesan dan isi komunikasi dapat mengakibatkan hambatan yang serius 

dalam implementasi kebijakan. 

b) Resourches (Sumber Daya) 

 

Sumber daya yang penting meliputi staf yang tepat dengan keahlian yang 

dibutuhkan;   informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk 

mengimplementasikan kebijakan dan terjadi penyesuaian terhadap siapa 

saja yang terlibat di dalam implementasi kebijakan; kewenangan untuk 

meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan dengan maksud dan tujuan 
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tertentu; dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan 

persediaan) didalam nya untuk kepentingan pelayanan publik. Faktor 

sumber daya tidak hanya mencakup jumlah sumber daya manusia atau 

aparat semata melainkan juga mencakup kemampuan sumber daya 

manusia untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut (kapasitas 

dan motivasi). Hal ini dapat menjelas kan tesabahwa sumber daya yang 

memadai dan memenuhi kualifikasi akan menghasilkan kinerja dalam 

implementasi kebijakan yang tepat dan efektif. Betapapun jelas, akurat 

dan konsistennya perintah implementasi kebijakan tersebut, namun 

apabila orang-orang yang bertanggungjawab terhadap implementasi 

kebijakan tersebut kekurangan sumber daya dalam pekerjaan mereka, 

maka Implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. 

c) Dispositionsor attitudes (Sikap Pelaksana) 

 

Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam proses 

implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan 

berlangsung efektif, maka para implementor kebijakan tidak hanya 

mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk 

melaksanakannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan dan 

kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut.  

Kebanyakan para implementor menggunakan sedapat mungkin otoritas 

dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Terkadang para 
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implementor tidak selalu melaksanakan kebijakan sesuai dengan 

keinginan pembuat kebijakan. Akibat nya pembuat kebijakan sering 

berhadapan dengan tugas-tugas untuk memanipulasi atau bekerja dalam 

lingkungan disposisi para pelaksananya atau bahkan membatasi 

otoritasnya. Jika para implementor memiliki kecenderungan sikap yang 

baik terhadap kebijakan tertentu, maka mereka cenderung 

melaksanakannya sesuai juga dengan apa yang diharapkan oleh pembuat 

kebijakan sebelumnya. Tetapi ketika perilaku dan perspektif para 

implementor berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses 

implementasi kebijakan akan semakin tidak terarah Dan bahkan akan 

membingungkan. 

d) Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi) 

 

Para implementor kebijakan akan mengetahui apa yang harus dilakukan 

dan mempunyai keinginan dan sumber daya untuk melakukan kebijakan,  

tetapi mereka akan tetapi dihambat dalam proses implementasinya oleh 

struktur organisasi yang mereka layani. Asal usul karakterisitik 

organisasi,  fragmentasi birokrasi yang berbeda akan tetap menghambat 

implementasi kebijakan. Mereka selalu menghambat implementasi 

kebijakan, pemborosan sumber daya, melakukan tindakan yang tidak 

diharapkan, menghambat koordinasi, akibat proses implementasi 
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kebijakan yang berbeda dan berlawanan arah, dan inilah sebab terjadinya 

kegagalan implementasi dari sebuah kebijakan public. 

 Dari beberapa definisi implementasi yang tertera diatas, peneliti 

memilih definisi Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2016:99) 

dikarenakan definisinya lebih kepada tindakan yang akan dilakukan baik 

dari individu atau kelompok pemerintah yang terarah agar tercapai sebuah 

tujuan yang sudah digariskan dalam keputusan kebijakan. Suatu proses 

implementasi merupakan abstraksi permofmansi dari pemahaman suatu 

kebijakan yang berdasar secara tersusun yang dilakukan guna memperoleh 

kinerja implementasi yang maksimal. Model ini mendefinisikan bahwa 

implementasi kebijakan berjalan secara linier mulai dari keputusan politik, 

teori ini juga dipengaruhi berbagai variabel-variabel dari van Meter dan Van 

Horn dalam (Subarsono, 2016: 99), yaitu : 

1) Standar dan sasaran kebijakan 
 

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga 

dapat direalisir. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur 

maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan 

konflik diantara para agen implementasi. 

2) Sumber daya 
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Implementasi    kebijakan perludukungan sumber daya baik 

sumber daya manusia (human resource) maupun sumber daya non 

manusia (non human resource). 

3) Hubungan antar organisasi 

 

Dalam banyak program,   implementasi sebuah program perlu 

dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu 

diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi 

keberhasilan suatu program. 

4) Disposisi Implementor 

 

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup 

struktur birokrasi, norma norma dan pola pola hubungan yang 

terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan memengaruhi 

implementasi suatu program. 

5) Kondisi sosial, politik dan ekonomi 

 

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkugan yang 

dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh 

mana kelompok kelompok kepentingan memberikan dukungan 

bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yakni 

mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada 
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dilingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi 

kebijakan. 

 

Gambar 2. 3  Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van

 

 

Sumber: Buku Implementasi Kebijakan Publik, 2016 

 

2.2.3 Peraturan Daerah 

 

  Perauran daerah dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 1 

Tahun 2014 yaitu Peraturan Daerah Provinsi ataunama lainnya Praturan Daerah 

Kabupaten atau Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda adalah 

Peraturan Perundang-Undangan yang sibentuk oleh DPRD dengan persetujuan 

bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah dalam Perundang-Undangan Nomor 

12 Tahun 2011 pasal 1 angka 8 tentang pembentukan Peraturan Perundang-
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Undangan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota adalah Peraturan 

Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Kabupaten atau Kota dengan persetjuan bersama Bupati atau Walikota. 

2.2.4 Retribusi 

 

  Menurut Munawir kaho (1997:153) retribusi adalah iuran kepada 

pemerintah yang dapat dapat di laksanakan dan jasa yang baik secara langsung di 

tunjuk pemerintahan.Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang 

yang tidak bersifat merasakan jasa baik dari pemerintah,dia tidak di kenakan 

iuaran ini.Retribusi di kenakan pada siapa saja yang memanfatkan atau 

menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintahan. 

   Secara etimologi pemungutan berasal dari pungut yang berarti 

menarik atau mengambil.Sedangkan di dalam ketentuan umum Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 1997,Pasal 1 yang di maksud pemungutan adalah suatu 

rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek, subjek pajak 

retribusi,penetapan besar nya pajak atau retribusi yang tertuang sampai kegiatan 

penagihan pajak atau retribusi wajib pajak atau retribusi serta pengawasan atau 

penyetoran.Dari definisi di atas dapat di kemukakan bahwa pemungutan 

merupakan keseluruhan aktivitas untuk menarik dana dari masyarakat wajib 

retribusi yang di mulai dari himpunan data dari objek dan subjek retribusi sampai 

pada pengawasan penyetorannya pengertian retribusi daerah di kemukakan oleh 

Mardiasmo, menyatakan bahwa yang di maksud dengan retribusi daerah adalah 
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retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi,adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di 

sediakan dan/atau di berikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi 

atau badan, (Mardiasmo, 2002:100) istilah retribusi oleh Kamus Besar Bahasa 

Indonesia di definisikan sebagai pungutan uang oleh pemerintah (Kota Praja dsb) 

sebagai balas jasa.Sementara itu dalam Undang-undang No. 34 tahun 2000 

tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia No. l8 Tahun 1997 

tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Di sebutkan bahwa Pengertian 

Retribusi daerah adalah:quot pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau di berikan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan & quot Pada 

prinsipnya retribusi sama dengan pajak. Unsur- unsur pengertian pajak sama 

dengan retribusi. Yang membedaannya adalah bahwa imbalan atau kontra-

prestasi dalam retribusi langsung dapat di rasakan oleh pembayar.Unsur-unsur 

yang melekat dalam retribusi antara lain : 

1) Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang;  

2)Pungutannya dapat di paksakan;  

3)Pemungutannya di lakukan oleh negara;  

4)Di gunakan sebagai pengeluaran masyarakat umum;  
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5)Imbalan atau prestasi dapat di rasakan secara langsung oleh pembayar 

retribusi. 

  Melihat definisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa retribusi 

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang di sediakan oleh 

pemerintah daerah. 

2.2.5 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

 

Berdasarkan Peraturan Pemrintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 2 ayat 1 

pelayanan persampahan/kebersihan termasuk kedalam retribusi jasa umum 

yang dimana rertibusi jasa umum ialah retribusi atas jasa ysng disediakan atau 

diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan 

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

1. Obejek dan subjek retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan 

  Berdasarkan peraturab Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Bab II 

Pasal 3 Obyek Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi : 

a) Pengambilan atau pemungutan sampah kelokasi pembuangan 

sementara. 

b) Pemungutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi 

pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah. 

c) Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir smpah. 
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  Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Bab II 

Pasal 4 Subjek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang 

pribadi atau badan yang memperoleh atau menikmati pelayanan 

persampahan/kebersihan.  

2. Wajib retribusi pelayanan persamphan/kebersihan  

  Berdasarkan Peraturan Dearah Nomor 11 Tahun 2011 Bab II 

Pasal 5, yang dimaksud dengan wajib retribusi adalah setiap orang pribadi 

atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan 

persampahan/kebersihan, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi 

pelayanan persampahan/kebersihan.  

3. Besaran tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan 

  Berdasarkan peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Bab II 

Pasal 9 struktur dan besar tarif retribusi persampahan/kebersihan meliputi 

pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi 

pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, bangunan, institusional, 

industri, dan perdagangan. 

4. Sanksi administratif dan ketentuan pidana retribusi pelayanan 

persampahan/kebersihan 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Bab VII Pasal 

15 dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktu atau 
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kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% 

(dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan 

ditagih dengan menggunakan STRD. Dan berdasarkan peraturan Daerah 

Nomor 11 Tahun 2011 Bab XV Pasal 29 wajib retribusi yang tidak 

melaksanakan kawajibabnya sehingga merugikan keuangan daerah diancam 

pidana kurungan pidana paing lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).  

2.3. Kerangka Pemikiran 

 

Kerangka pemikiran adalah timbulnya pemikiran peneliti untuk 

mengemukakan alur penelitian sesuai dengan fenomena yang akan diteliti. 

Dalam penelitian ini berfokus dan ingin mengetahui Implementasi Kebijakan 

Retribusi jasa umum pelayanan persampahan/kebersihan yang dikeluarkan 

oleh Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dalam mengelola retribusi 

pelayanan persampahan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kota Tanjungpinang. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini, yaitu : 
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Sumber: Data Olahan Peneliti, 2023 

 

 

 

 

Implementasi  Kebijakan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan Di 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang 

 

Tercapainya Implementasi  Kebijakan Retribusi Jasa Umum Pelayanan 

Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang 

 

Menurut Teori Van Meter dan Van Horn 

(Subarsono, 2016:99) berpandangan 

bahwa implementasi kebijakan 

dipengaruhi oleh beberapa variabel, yaitu 

: 

a. Standard dan sasaran kebijakan 

b. Sumber daya 

c. Hubunganantarorganisasi 

d. Disposisiimplementor 

e. Lingkungan sosial, ekonomi, dan 

politik 

 

Fenomena masalah : 

1. Masih banyak nya 

penumpukan sampah di 

beberapa titik jalan Kota 

Tanjungpinang 

2. Menurunnya kesadaran 

masyarakat akan  

membayar retribusi 

persampahan 

3. menurunnya pendapatan 

Asli Daerah Kota 

Tanjungpinang di sector 

pengelolaan 

persampahan/kebersihan 

 
Gambar 2. 4 Kerangka Pemikiran 
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2.4. Defenisi Konsep 

 

Definisi Konsep adalah suatu pemahaman yang digunakan untuk 

memudahkan dalam melakukan penelitian. Untuk mengetahui bagaimana 

Implementasi kebijakan Retribusi persampahtan Di Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Tanjungpinang, maka penulis menggunakan teori Menurut Van Meter dan 

Van Horn dalam (Subarsono 2016;99)  berpandangan bahwa implementasi 

kebijakan dipengaruhi oleh lima variabel, yaitu :  

a) Standar dan Sasaran Kebijakan 

Standar dan sasaran kebijakan dalam Implementasi Peraturan Pemerintah 

terkait Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan harus jelas dan 

diukur melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi 

Jasa Umum. 

b) Sumber daya 

Dalam melakukan implementasi kebijakan diperlukan sumber daya yang 

mendukung seperti sumber daya manusia dan sumber daya finansial. 

Sumber daya yang baik akan memaksimalkan kinerja dalam menjalankan 

program impelementasi.  Maka setiap pemerintah harus memaksimalkan 

sumber daya yang ada agar dalam melakukan implementasi kebjakan bisa 

berjalan dengan lancar dan efektif. 

c) Hubungan Antar Organisasi 
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Untuk tercapainya Implementasi Kebijakan maka Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Tanjungpinang harus selalu berkoordinasi dengan Satpol PP 

dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Dearah dalam melaksanakan 

tugasnya. Koordinasi yang baik dan kerja sama yang baik maka akan 

menciptakan hasil yang baik pula kedepan nya. 

d) Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik 

Implementasi kebijakan tidak terbatas pada proses pelaksanaan 

kebijakan tapi mencakupi tindakan-tindakan atau perilaku individu 

maupun kelompok pemerintah. Dalam hal ini sejauh mana kelompok 

kepentingan mendukung berjalan nya implementasi kebijakan. Dalam 

impelemtasi kebijakan peraturan   daerah tersebut didukung oleh 

pemerintah dan masyarakat kota Tanjungpinang. 

e) Disposisi Implementor 

Jika  pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana 

kebijakan harus mengetahui apa yang akan dilakukan, tetapi juga harus 

dapat melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan 

adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian 

isi dari kebijakan, mereka akan melakukannya dengan senang hati, tetapi 

jika perspektif mereka tidak sama dengan pembuat kebijakan, maka 

proses implementasi akan menemui banyak masalah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dari  kegiatan tertentu. Ini berarti untuk mendapatkan data yang valid dalam 

penelitian haruslah berdasarkan keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. 

Untuk memperoleh semuanya itu, maka dalam bab ini penulis akan menjabarkan 

metode yang akan digunakan untuk memperoleh data penelitian yang valid. 

3.1  Pendekatan Penelitian 

 

 Agar pendekatan ini lebih terarah sesuai dengan tujuan yang diinginkan, maka 

pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. yaitu untuk mengetahui atau 

menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti.Penelitian ini berusaha 

untuk mengungkapkan masalah atau keadaan bahkan peristiwa sebagaimana 

adanya, sehingga besifat mengungkapkan fakta yang diperoleh dilapangan dan 

memberikan gambaran secara objektif mengenai apa yang terjadi sebenarnya 

dari objek yang akan diteliti. Dengan hal ini pendekatan kualitatif bisa dikatakan 

sebagai pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang 

menjadi objek penelitian (Sugiono, 2012). Menurut H. B. Sutopo (2002:111), 

deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memecahakn dengan 

cara mendeskripsikan secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi 

tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apaadanya dilapangan. Jadi 
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penelitian deskritif kualitatis digunakan untuk menyusun gambaran mengenai 

objek apa yang diteliti dengan terlebihdahulu peneliti mengumpulkan data 

dilokasi penelitian, lalu data itu di olah dan diartikan untuk kemudian dianalisis 

dari data yang telah disajikan. Peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif ini 

karena sesuai kebutuhan peneliti dalam memperoleh pemahaman menyeluruh 

dan mendalam mengenai penilaian Implementasi kebijakan Retribusipelayanan 

Persampahan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang  

3.2. Objek dan Lokasi Penelitian 

 

  Objek dalam penelitian ini adalah tentang kebijakan retribusi pelayanan 

persampahan. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Tanjungpinang. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini berdasarkan 

pada pertimbangan fenomena permasalahan yang telah dikemukakan pada 

latarbelakang sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana 

implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan Di Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Tanjungpinang. 

3.3. Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitian merupakan bentuk suasana permasalahan yang 

dijelaskan sebagai pusat dalam topik penelitian sehingga harapan nya penelitian 

ini benar-benar mampu mengumpulkan data dan menganalisis data yang sesuai 

dari tujuan penelitian. Focus dari penelitian ini mengenai bagaimana 
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implementasi kebijakan Retribusi pelayanan Persampahan Pada Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang. 

3.4. Sumber Data 

 

 Sumber data menurut Zuldafrial (2012:46) adalah subjek dimana data 

diperoleh. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat 

berupa sesuatu yang diketahui atau sesuatu fakta yang digambarkan. 

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti membagi data dalam penelitian ini 

menjadi 2 jenis yaitu: 

1. Data Primer Merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari 

sumnernya tanpa perantara. Data perimer dikumpulkan melalui observasi 

lapangan (participant obsevation), wawancara mendalam (in-depth 

interview) serta teknik dokumentasi (documentary studys). Hasil 

pengumpulan data oleh peneliti berupa wawancara dan observasi selama 

berada dilokasi penelitian yaitu di Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Tanjungpinang, dan Masyarakat setempat..  

2. Data Sekunder adalah informasi yang diperoleh dari arsip dan laporan yang 

berhubungan dengan masalah penelitian dan selanjutnya buku-buku yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 
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3.5. Teknik Pengumpulan Data 

 

 Untuk menghasilkan suatu penelitian yang akurat diperlukan data. Seperti 

yang dijelaskan oleh Loftland (moleong,2013:157) sumber data dalam penelitian 

kualitatif adalah kata-kata dan kegiatan, selebihnya adalah informsi tambahan 

seperti laporan dan lain-lain. Adapun teknik pengumpulan data dan informasi 

yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu : 

a) wawancara  

wawancra adalah suatu metode komunikasi variabel yang digunakan 

dalam penelitian dimana peneliti m informasi secara lisan dari informan, 

wawancara dapat dijadikan sebagai jembatan informasi apabila akses 

dokumen dibatasi. 

b) Observasi    

 Menurut Margon (1997: 158) obsevasi di cirikan sebagai pengamatan 

dan pencatatan sistematis terhadap gelaja yang muncul pada objek penelitian. 

Obsevasi juga dapat diartikan sebagai teknik pengamatan langsung oleh 

penulis dengan melihat dari dekat, mendengar dan mencatat gejala-gejala 

yang ada dilapangan yang menjadi objek penelitian penulis.  

Menurut (Bungin, 2007: 115) metode observasi adalah metode 

pengumpuln data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui 
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pengamatan dan pengindraan. Jadi observasi merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan melalui pengamatan langsung. 

c) Dokumentasi  

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi atau arsip 

manajerial dari kegiatan yang dialami oleh peneliti dilapangan. Dokumen 

yang diteliti adalah yng bekaitan dengan kewajiban informan sebagai bukti 

prnrlitian, berbentuk rekaman wawancara dengan yang diajak wawancara.  

3.6. Informan 

 

 Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data 

penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai 

permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. 

Informan juga sangat berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data 

penelitian. (Burhan Bugin, 2010).  Pemilihan informan dilakukan agar sumber 

data dalam penelitian ini peneliti dapat melakukan pengambilan sampel sumber 

data dengan pertimbangan tertentu, seperti orang yang lebih berperan dan lebih 

memahami konsep penelitian peneliti, kemudian informan yang memiliki data 

yang akurat sesuai kebutuhan peneliti dan dianggap sebagai orang yang 

mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.Dalam penelitian ini key 

informan dan informan yang dipilih adalah para pelaku yang terkait langsung 

yakni : 
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1. Kepala seksi Penanganan Sampah 

2. Petugas UPT TPA dan UPT Retribusi sampah 

3. Petugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

4. Masyarakat  

Adapun kriteria informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3. 1 Informan Penelitian 

NO INFORMAN KETERANGAN 

1 Kepala Seksi penanganan sampah Karena peneliti merasa bahwa yang 

bersangkutan mempunyai kapasitas untuk 

memberikan informasi yangpeneliti 

butuhkan untuk mendukung penelitian ini 

2 Petugas UPT TPA dan UPT 

Retribusi persampahan 

Karena peneliti merasa bahwa yang 

bersangkutan mempunyai kapasitas untuk 

memberikan informasi yangpeneliti butuhkan 

untuk mendukung penelitian ini 

3 Petugas Badan Pengelola Pajak 

Dan Retribusi Daerah 

Karena peneliti merasa bahwa yang 

bersangkutan mempunyai kapasitas untuk 

memberikan informasi yangpeneliti 

butuhkan untuk mendukung penelitian ini 

4 Masyarakat Perumahan Karena peneliti merasa bahwa yang 

bersangkutan mempunyai kapasitas untuk 

memberikan informasi yangpeneliti 

butuhkan untuk mendukung penelitian ini 

5 Masyarakat Pedagang Kaki Lina 

(PKL) 

Karena peneliti merasa bahwa yang 

bersangkutan mempunyai kapasitas untuk 

memberikan informasi yangpeneliti 

butuhkan untuk mendukung penelitian ini 

6 Masyarakat pemilik usaha/ 

pertokoan 

Karena peneliti merasa bahwa yang 

bersangkutan mempunyai kapasitas untuk 

memberikan informasi yangpeneliti 

butuhkan untuk mendukung penelitian ini 
 

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2023 
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3.7. Teknik Analisis Data 

 

  Sugiono (2009:89) menyatakan bahwa analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan 

data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, 

dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, artinya dari data yang 

diperoleh dari penelitian, disajikan apa adanya kemudian dianalisis secara 

deskriptif untuk mendapatkan gambaran mengenai fakta yang ada. Adapun 

teknik analisis data yang digunakan yaitu: (sugiyono 2017) 

1. Reduksi Data (Data Reduction)  

  Menurut Sugiyono (2009:92), mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data pada penelitian ini bertujuan 

untuk mempermudah pemahaman peneliti terhadap data yang telah terkumpul 

dari hasil penelitian.  

2. Penyajian Data (Data Display)  

  Menurut Sugiyono (2009:95), dalam penelitian kualitatif 

penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 
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antar kategori, dan sejenisnya. Dengan penyajian data maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut karena metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, maka penyajian data yang 

dilakukan lebih banyak dituangkan ke dalam uraian mengenai Implementasi 

kebijakan Retribusipelayanan Persampahan Pada Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Tanjungpinang (sugiyono 2017) 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion)  

  Menurut Sugiyono (2017:252) mengatakan penarikan 

kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara terus menerus selama penelitian 

berlangsung. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

mengambil intisari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan sumber data 

primer dan sekunder kemudian menyusun pola-pola hubungan tertentu yang 

mudah dipahami dan ditafsirkan sehingga mudah ditarik kesimpulan dan 

diperoleh jawaban.  
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3.8. Jadwal Penelitian 

 

 

Tabel 3. 2 Jadwal Penelitian 

 

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

 

N 

O 

 

Kegiatan 

Tahun 2022-2023 

Bulan Agustus September Oktober November Desember Januari 

Minggu 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Tahap Persiapan                         

a. Studi Literatur                         

b. Observasi                         

c.Mengurus 

Perizinan (Pra) 
Penelitian 

                        

d.Penulisan 

Proposal Usulan 

Penelitian 

                        

e. Pengajuan Judul 
Usulan Penelitian 

                        

f.  PengesahanJudul 
UsulanPenelitian 

                        

g. Bimbingan                         

2. Tahap Penelitian                         

a. Observasi                         

b. wawancara                         

c. Pengolahan Data                         

d. Analisa Data                         

e. Penyusunan 
Laporan 

                        

3. Tahap Pengujian                         

a. Seminar Usulan 
Penelitian 

                        

b. Revisi usulan 
Penelitian 

                        

c. Sidang Skripsi                         

d. Revisi Skripsi                         
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4. 1 Deskripsi Objek Dan Lokasi Penelitian 

 

4. 1. 1 Gambaran Umum Kota Tanjungpinag 

 

Kota Tanjungpinang adalah salah satu Daerah Tingkat II sekaligus 

merupakan ibukota dari Provinsi Kepulauan Riau. Kota Tanjungpinang 

berada di Pulau Bintan dengan letak geogrfis berada pada koordinat 05’ 

sampai dengan 059’ Lintang Utara dan 104 23’ sampai dengan 104 34’  

Bujur Timur. Kota Tanjungpinang memiliki kedudukan dan peranan 

ekonomis yang penting. posisi Kota Tanjungpinang sangat strategis 

dikarenakan berdekatan dengan Kota Batam sebagai kawasan perdagangan 

bebas, dan Singapure sebagai pusat perdagangan dunia, Kota 

Tanjungpinang juga terletak pada posisi silang perdagangan dan pelayaran 

dunia, antara timur dan barat, yakni diantara Samuidra Hindia dan Laut 

Cina Selatan. 

Wilayah Kota Tanjungpinang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil 

yang pada umumnya merupakan daerah dengan dataran landai dibagian 

pantai, memiliki topografi yang bervariatif dan bergelombang dengan 

kemiringan lereng berkisar dari 0-2% hingga 40% pada Wilayah 

pegununga. Dalam RPJMD Kota Tanjungpinang 2018-2023 dijelaskan 

terkait kawasan pelayanan kesehatan di Kota Tanjungpinang meliputi: 
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Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tanjungpinang di Kota Lama, 

RSUD Provinsi Kepulauan Riau di Air Raja, dan Fasilitas Kesehatan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019, 

luas Wilayah Kota Tanjungpinang mencapai 144,46 km. Kota 

Tanjungpinang berbatasan langsung dengan Kota Batam dengan batas 

administratif sebagai berikut: 

a. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pangkil Kecamatan Teluk 

Bintan Kabupaten Bintan; 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bintan Timur dan 

Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan; 

c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten 

Bintan; dan 

d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mantang Kabupaten 

Bintan 
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Gambar 4. 1 Peta Administratif Kota Tanjungpinang 

 

Sumber : Dokumen RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 

 

Adapun secara Administratif, Wilayah Pemerintah Kota 

Tanjungpinang terbagi menjadi empat Kecamatan, yaitu: 

a. Kecamatan Tanjungpinang Kota, terdiri dari Kelurahan 

Tanjungpinang Kota, Kelurahan Kampung bugis, Kelurahan 

Senggarang, Kelurahan Penyengat. 

b. Kecamatan Tanjungpinang Barat, terdiri dari Kelurahan Kampung 

Baru, Kelurahan Bukit Cermin, Kelurahan Tanjungpinang Barat, 

Kelurahan Kamboja. 
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c. Kecamatan Bukit Bestari, terdiri dari Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, 

Kelurahan Sei Jang, Kelurahan Dompak, Kelurahan Tanjung Unggat, 

Kelurahan Tanjungpinang Timur. 

d. Kecamatan Tanjungpinang Timur, terdiri dari Kelurahan Batu 

Sembilan, Kelurahan Air Raja, Kelurahan Pinang Kencana, 

Kelurahan Melayu Kota Piring, Kelurahan Kampung Bulang. 

 

Berdasarkan Visi Walikota Tanjungpinang sesuai yang tertera di 

dalam PeraturanDaerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang 

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-

2023 adalah “Tanjungpinang sebagai Kota yang maju, Berbudaya dan 

Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani.” Adapun 

untuk bisa mewujudkan Visi resebut dibutuhkan Misi untuk memperjelas 

jalan atau langkah yang akan dilakukan yang didalamnya menguraikan 

upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan Visi tersebut. 

Rumusan Misi dan rumusan perencanaan harus di kembangkan 

dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik internal 

maupun eksternal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang, 

dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. 

Adapun Misi yang ditempuh dalam rangka mencapai Visi jangka 

menengah terdiri dari: 
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1. Meningkatkan kualitas sumber daya yang agamis, berkarakter, 

berwawasan kebangsaan, dan berdaya saing gelobal. 

2. Meningkatkan pembangunan pariwisata dan pengembangan ekonomi 

Kreatif, dan usaha masyarakat. 

3. Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya local dan 

nusantara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang hermonis, 

bertoleransi dan kebhinekaan guna mendukung pembangunan 

berkelanjutan. 

4. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang professional, berwibawa, 

amanah, transparan, dan akuntabel didukung aparatur yang 

berintegritas dan kompeten. 

5. melanjutkan pemerataan pembangunan infrastruktur, penciptaan iklim 

investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan. 

 

4. 1. 2 Gambaran Umum DLH Kota Tanjungpinag 

 

 Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang sebagai instasi yang 

memiliki peran penting terhadap pengelolaan lingkungan hidup terus 

berupaya agar pelestarian lingkungan hidup dapat dilaksanakan.Upaya yang 

dilakukan baik melalui pengawasan, penegakan hukum maupun 

pemantauan kualitas lingkungan serta pemulihan lingkungan. 

Lingkungan Hidup adalah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya 

hidup dan melangsungkan kehidupannya. Lingkungan hidup adalah warisan 
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bagi generasi yang akan datang. Selanjutntya menurut Pasal 28 huruf H 

Undang Undang Dasar 1945 yang merupakan Konstitusi Negara 

memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah Hak Asasi 

Manusia. Oleh karena lingkungan hidup adalah warisan bagi generasi masa 

yang akan datang dan memperoleh lingkungan hidup yang sehat adalah hak 

asasi manusia, maka harus dijaga kelestarian fungsinya untuk kelangsungan 

hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. 

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan di Kota Tanjungpinang 

akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan.  Apabila dampak tersebut 

tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan pencemaran dan/atau 

kerusakan terhadap lingkungan hidup. 

Manusia merupakan bagian dari komponen lingkungan hidup yang 

senantiasa saling mempengaruhi. Pengaruh manusia terhadap lingkungan 

nya sangatlah besar. Hal ini dapat diketahui dari eksploitasi dan eksplorasi 

manusia terhadap alam melalui ilmu pengetahuan dana teknologi. Dengan 

pengetahuan dan teknologi, manusia mampu mempertahankan diri atau 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

Upaya pengelolaan lingkungan hidup mencakup segala sesuatu yang 

ada di lingkungan itu sendiri, termasuk didalamnya benda, zat organik, dan 

manusia. Peranan manusia sebagai mahluk yang diberikan kelebihan akal 

dan fikiran, harus dapat menciptakan hubungan timbal balik secara 

harmonis. Untuk itu dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup peranan 
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manusia sangat menentukan.Manusia dapat merusak dan mencemarkan 

lingkungan, tetapi sebaliknya manusia juga dapat menjadi penyelamat dan 

pemelihara lingkungan. 

A. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Tanjungpinang 

Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 42 

Tahun 2016 dan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Pokok, 

Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Tanjungpinang serta Perwako Nomer 14 Tahun 2021 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir 

Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang  

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya sebagai  Instansi Pemerintah yang membidangi beberapa 

bidang yaitu bidang Tata lingkungan, Bidang pengendalian pencemaran 

dan kerusakan lingkungan hidup, Bidang Pengelolaan Sampah dan 

limbah B3 serta Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas 

Lingkungan. 

Dinas Lingkunagan Hidup kota Tanjungpinang mempunyai tugas 

sebagai pengendalian dan pencegahan dampak lingkungan serta 

penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 

Adapun fungsi Dinas Lingkunagan Hidup kota Tanjungpinang, 

adalah: 
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a) Pengawasan terhadap sumber dan kegiatan-kegiatan 

pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan 

pelaksanaan Analisa mengenai Dampak Lingkungan 

b) pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan 

c) penerapan dan pengawasan Rencana Pengelolaan 

Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan 

(RPL) serta pengendalian teknis 

d) Penerapan pengembangan fungsi informasi lingkungan 

e) pelaksanaan urusan kelestarian lingkungan hidup 

f) pelaksanaan tugas lain mengenai pengendalian dampak 

lingkungan yang diberikan oleh pimpinan 

 

Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Tanjungpinang 

 
Sumber : Dokumen Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang 
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Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan 

mengendalikan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dalam 

membantu Walikota melaksanakan tugas Pemerintah Kota 

Tanjungpinang di Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup 

serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Kota 

Tajungpinang. 

 

2. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

dinas dibidang penyusunan program, pelayanan administrasi 

umum, kepegawaian dan penatausahaan keuangan. Untuk 

melaksanakan tugas pokok tersebut secretariat melaksanakan 

fungsi: 

a. penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan meliputi surat 

menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perjalanan dinas; 

b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas 

meliputi penyusunan program, administrasi umum dan 

kepegawaian, serta keuangan; 

c. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan 

prasarana kantor serta barang inventarisasi; 
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d. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas- tugas 

Bidang; 

e. pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan hubungan masyarakat; 

f. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas; dan 

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan. 

Sekretariat terdiri dari tiga sub bagian : 

1. Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Sekretariat urusan keuangan, Sub 

Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: 

1. penyusunan dan pengawasan laporan keuangan; 

2. penyusunan dan pengelolaan anggaran rutin meliputi 

pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan 

perbendaharaan; 

3. pemeliharaan dan penyimpanan surat yang berkaitan 

dengan keuangan; dan 

4. pelayanan administrasi keuangan, permintaan gaji 

berkala dan pembayaran gaji tunjangan, dan honor 

pegawai. 

2. Sub Bagian Penyusunan Program melaksanakan tugas 

secretariat urusan penyusunan program, evaluasi dan 
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pelaporan, Sub bagian penyusunan program menyelenggarakan 

fungsi : 

1. penyusunan rencana dan program kerja Dinas; 

2. penyiapan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas; 

3. pelaksanaan evaluasi dan monitoring program kerja Dinas; 

4. pengoordinasikan internal dalam penyusunan program kerja 

Dinas; 

5. pembuatan laporan kegiatan program kerja tahunan; dan 

6. penyiapan penyusunan LAKIP, E-SAKIP, serta laporan 

tahunan.                       

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas 

pokok melaksanakan sebagian tugas secretariat urusan umum 

dan kepegawaian, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

menyelenggarakan fungsi 

1. Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan 

lingkungan administrasi umum dan kepegawaian; 

2. Pengelola adminidstrasi umum yang meliputi pengelolaan 

naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan 

kerumahtanggan Dinas, pengelola perlengkapan dan 

administrasi perjalanan Dinas; 
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3. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi 

kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, 

disiplin, pengembangan pegawai, dan kesejahteraan 

pegawai; 

4. Pelaksanaan pengelola aset dan barang dinas baik bergerak 

maupun tidak bergerak; dan 

5. Pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan 

kepegwaian. 

3. Bidang Tata Lingkungan 

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Tata 

Lingkungan.Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Tata 

lingkungan menyelenggarakan fungsi Bidang Tata Lingkungan 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di 

bidang Tata Lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut 

Bidang Tata lingkungan  

Bidang Tata lingkungan terdiri dari tiga seksi : 

a. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS melaksanakan tugas 

pokok melaksanakan sebagian tugas bidang lingkungan hidup, 

Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS  
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b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan melaksanakan tugas 

melaksanakan sebagian tugas bidang lingkungan hidup, Seksi 

Kajian Dampak Lingkungan  

4.  Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 

 Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai 

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang 

pengelolaan sampah dan limbah B3. Untuk melaksanakan tugas 

pokok tersebut Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat 

kabupaten/kota; 

b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis 

sampah untuk setiap kurun waktu tertentu; 

c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah; 

d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada 

produsen/industri; 

e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan 

yang mampu diurai oleh proses alam; 

f. Pembinaan pendaur ulangan sampah; 

g. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah; 

h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan 

kemasan produk dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); 
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i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan 

sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); 

j. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan 

sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan 

pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota; 

k. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 

dalam satu daerah Kabupaten/Kota; 

l. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan 

sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota; 

m. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan 

pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan 

dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota; 

n. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3; 

o. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan 

alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah 

Kabupaten/Kota; 

p. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan 

dalam satu daerah Kabupaten/Kota; 

q. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan 

r. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, 

pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3. 

Bidang Pengelolaan Sampah dan limbah B3 terdiri dari tiga seksi : 
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a. Seksi Pengurangan Sampah melaksanakan tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Bidang pengurangan sampah, 

Seksi Pengurangan Sampah menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat 

kabupaten/kota; 

2. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis 

sampah untuk setiap kurun waktu tertentu; 

3. Perumusan kebijakan pengurangan sampah; 

4. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada 

produsen/industri; 

5. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan 

yang mampu diurai oleh proses alam; 

6. Pembinaan pendaur ulangan sampah; 

7. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah; dan 

8. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan 

kemasan produk. 

b. Seksi Limbah B3 melaksanakan tugas pokok melaksanakan 

sebagian tugas Bidang limbah B3, Seksi Limbah B3 

menyelenggarakan fungsi: 

1. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan 

2. penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, 

perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu 

daerah Kabupaten/Kota; 
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3. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 

dalam satu daerah Kabupaten/Kota; 

4. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan 

sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota; 

5. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan 

pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, 

perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah 

Kabupaten/Kota; 

6. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;  

7. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 

menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam 

satu daerah Kabupaten/Kota; 

8. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan 

dalam satu daerah Kabupaten/Kota; 

9. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; 

10. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, 

pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3. 

c. Seksi Penanganan Sampah melaksanakan tugas pokok bidang 

penangan sampah, Seksi Penanganan Sampah 

menyelenggarakan fungsi: 

1. perumusan kebijakan penanganan sampah; 

2. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan 

pemrosesan akhir sampah; 
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3. penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana 

penanganan sampah; 

4. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan 

sampah; 

5. penetapan lokasi tempat penampungan sementara, tempat 

pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir 

sampah; 

6. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan 

sistem pembuangan open dumping; 

7. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat 

pengelolaan sampah; 

8. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan 

pemrosesan akhir sampah; 

9. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan 

kemitraan dengan badan usaha; 

10. pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan 

sampah; 

11. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah; 

12. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, 

pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang 

diselenggarakan oleh swasta; 
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13. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan 

sampah dan pemrosesan akhir sampah yang 

diselenggarakan oleh swasta; 

14. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja 

pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain 

(badan usaha); 

15. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja 

pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain 

(badan usaha); 

16. melaksanakan kebersihan jalan-jalan umum, jalan protokol, 

arteri, Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) dan tempat-

tempat umum, kebersihan kawasan perkotaan dan kawasan 

pesisir; dan 

17. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

5. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan 

Hidup 

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian tugas Dinas di Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut 

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

Hidup menyelenggarakan fungsi : 
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a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air; 

b. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara; 

c. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah; 

d. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut; 

e. Penentuan baku mutu lingkungan; 

f. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium 

lingkungan); 

g. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi 

dannon institusi; 

h. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian 

informasi, pengisolasian serta penghentian) 

sumberpencemar institusi dan non institusi; 

i. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, 

remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar 

institusi dan non institusi; 

j. Penentuan baku mutu sumber pencemar; 

k.Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak 

dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan 

lingkungan hidup kepada masyarakat; 

l. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap 

sumberpencemar institusi dan non institusi; 

m. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar 

institusi dan non institusi; 
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n. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil 

evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; 

o. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan; 

p. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan; 

q. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, 

pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; 

dan 

r. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, 

rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan. 

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

Hidup mempunyai tiga seksi terdiri dari : 

a. Seksi Pemantauan Lingkungan melaksanakan tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Bidang pemantauan lingkungan, 

Seksi Pemantauan Lingkungan menyelenggarakan fungsi: 

1. Pelaksanaan pemantauan kualitas air ; 

2.  Pelaksanaan pemantauan kualitas udara; 

3.  Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah; 

4. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut; 

5. Penentuan baku mutu lingkungan; dan 

6. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan  (laboratorium 

lingkungan). 
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b. Seksi Pencemaran Lingkungan melaksanakan tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencemaran Lingkungan, 

Seksi Pencemaran Lingkungan menyelenggarakan fungsi : 

c. Seksi Kerusakan Lingkungan yang melaksanakan tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Bidang kerusakan lingkungan 

hidup, Seksi Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi 

: 

1. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan; 

2. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan; 

3. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, 

pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; 

dan 

4. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, 

rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan. 

6. Ruang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 

Bidang Penaatan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan 

hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas 

di bidang Penaatan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan hidup. 

Bidang Penaatan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan hidup 

mempunyai tiga seksi terdiri dari: 

a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan 

melaksanakan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

Bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, 
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Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan 

menyelenggarakan fungsi : 

b. Seksi Penegakan Hukum lingkungan, melaksanakan tugas 

pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang penegakan 

hukum lingkungan, Seksi Penegakan Hukum lingkungan 

menyelenggarakan fungsi : 

c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, 

melaksanakan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

Bidang peningkatan kapasitas lingkungan, Seksi Peningkatan 

Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi: 

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah 

UPTD TPA mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di 

bidang Pengelolaan Sampah. UPTD TPA mempunyai fungsi: 

a. pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, 

daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber 

energi); 

b. pelaksanaan pemrosesan akhir sampah 

(penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, 

penanganan gas); 

c. pelaksanaan perencanaa, pemantauan dan evaluasi daya 

dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan 

lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) 
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Tempat Pengolahan Sampah, Tempat Pengolahan, dan 

pengankutan Sampah, Tempat Pengolahan Sampah dengan 

prinsip reduce, reuse, recyle, Tempat Pengolahan Akhir 

dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu; 

d. Pelaksanaan perencanaan, pemantau dan evaluasi daya dukung 

sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan 

dan pemrosesan akhir; 

e. Pelaksanaan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan 

sampah/residu dari sumber sampah ke Tempat Pengolahan 

Sampah, Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip reduce, 

reuse, recyle Tempat Pengolahan Akhir dan/atau Tempat 

Pengolahan Sampah Terpadu; 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsi. 

Susunan organisasi UPTD, terdiri atas  

a. Kepala UPTD mempunyai tugas : 

1. Memimpin, merencanakan dan mengkoordinir teknis 

dibidang Pemrosesan Akhir Sampah; 

2. Mengawasi dan melaksanakan pelaporan tugas; dan 

3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

b.  Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas: 
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1. Melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawain, 

keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas Unit 

Pelaksana Teknis Dinas; 

2.  Menyusun perencanaan dan kegiatan unit pelaksanaan 

Teknis Dinas; dan 

3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 

d. Kelompok Jabatan Fungsional 

Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala UPTD mempunyai 

fungsi: 

1. Pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis 

kegiatan program kerja UPTD dan administrasi umum dan 

kerumahtanggaan; 

2. Penyususnan pedoman dan petunjuk teknis serta pemberian 

arahan dan pembagian tugas bawahan baik pejabat structural 

maupun pegawai fungsional selaku pengadministrasi dan/atau 

selaku petugas operasional umum dan teknis UPTD sesuai 

bidang tugas dan fungsi; 

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengolahan sampah 

(pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah 

sampah menjadi sumber energy); 

4. Pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, 

penutupana lahan, pengolahan lindi, penanganan gas); 
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5. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya 

dukung infrastruktur; 

6. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya 

dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, 

pengolahan dan pemrosesan akhir; 

7. Pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan 

sampah/residu; 

8. Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemrosesan 

akhir Tempat Pengolahan Sampahh Terpadu / Tempat 

Pengolahan Akhir; 

9. Memimpin pelaksanaan pelayanan dan jasa penyedotan dan 

pengangkutan lumpur tinja; dan 

10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

tugas dan fungsinya  

 

B. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang 

 

1. Visi Dinas Lingkungan Hidup 

“Tanjungpinang Sebagai Kota yang maju, Berbudaya dan Sejahtera 

dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani” 

2. Misi Dinas Lingkungan Hidup 

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, dan 

berdaya saing global. 
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2. Meningkatkan pariwisata dan pengembangan ekonomi yang 

kreatif 

3. Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya lokak dan 

nusantara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang 

harmonis, bertoleransi, kebhinekaan guna mendukung 

berkelanjutan. 

4. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang professional, 

berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel didukung dengan 

struktur birokrasi yang berintegrasi dan kompeten. 

5. Mewujudkan pembangunan yang adil dan merata serta 

menciptakan iklim investasi dan usaha kondusif yang 

berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang 

berkeadilan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4.1.3 Gambaran Umum Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

 

A. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan 

Retribusi Daerah 

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

pembentukan dan susunan Organisasi perangkat Daerah Kota 

Tanjungpinang, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

merupakan organisasi perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi 

penunjang keuangan. Sesuai peraturan Daerah tersebut kedudukan 

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang 
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dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Walikota. 

 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang 

(BPPRD) mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam 

melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan atas otonomi 

dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan pajak dan Retribusi 

daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, 

BPPRD menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Pajak dan 

Retribusi Kota Tanjungpinang;  

b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di 

bidang Pajak dan Retribusi;  

c. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Pajak 

dan Retribusi;  

d. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas; dan  

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi 

Daerah Kota Tanjungpinang terdiri atas:  

a. Kepala Badan;  

b. Sekretariat membawahkan:  

1) Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;  



84 

 

 
 

2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan. 

c. Bidang Pelayanan Pajak membawahkan:  

1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;  

2) Sub Bidang Pelayanan dan Penyelesaian Sengketa; dan  

3) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.  

d. Bidang Penetapan membawahkan:  

1) Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan;  

2) Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan; dan  

3) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi.  

e. Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan 

membawahkan:  

1) Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah;  

2) Sub Bidang Pembukuan Dan Pelaporan; dan  

3) Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah. 

 

4. 2 Hasil Penelitian 

 

 Hasil penelitian akan memberikan penjelasan mengenai data yang 

telah didapatkan dilapangan. Dalam penelitian ini tentang Implementasi 

Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup 
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Kota Tanjungpinang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif sehingga data yang   diperoleh 

bersifat deskriptif yang berbentuk kalimat dari hasil wawancara dengan 

informan. 

a) Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, analisis penelitian ini 

menggunakan analisis data menurut Sugiyono bahwa analisis data 

meliputi reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Namun berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan yang 

mengacu dari teori Implementasi Kebijakan Van  Meter  dan Van Horn 

dalam (Subarsono, 2016) terkait Implementasi Kebijakan Retribusi 

Pelayanan Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Tanjungpinang sudah berjalan dengan baik bagi instansi pemerintah 

yang menegakkan peraturan daerah, namun masih ada beberapa dari 

masyarakat yang tidak mendengarkan dan mengikuti aturan yangs udah 

di jalankan oleh  Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang 

berdasarkan peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi 

Pelayanan Persampahan. Dengan menggunakan teori ini akan dijabarkan  

5 (lima) indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu: 

Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumberdaya, Hubungan  Antar 

Organisasi, Kondisi social, ekonomi dan politik, dan disposisi 

implementor. 
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4.2.1 Identitas Informan 

 

 Dalam kaitannya dengan judul yang diambil Implementasi 

Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan di Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Tanjungpinang. Informan ditetapkan karena informan 

mengetahui terkait Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan 

sehingga mereka mengetahui pokok permasalahan yang dilakukan oleh 

peneliti. Dalam hal ini informan yang dipilih oleh peneliti untuk 

mendapatkan   data melalui wawancara sekaligus yang menangani 

masalah yang diambil peneliti dalam penelitian ini. 

Adapun identitas setiap responden tersebut terdiri dari 8 

responden dengan 1 (satu) informan kunci, diantaranya sebagai berikut : 

1. Boby Deworianto, S.Sos (50 Tahun) 

Informan pertama berasal dari instansi pemerintah, yaitu dari Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dengan jabatan Seksi 

penanganan sampah melalui informan ini akan mendapatkan 

informasi mengenai Kebijakan Retribusi pelayanan persampahan 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 12 

Tahun 2022 Tentang retribusi jasa umum pelayanan persampahan 

2. M. Ripayandi Putra, SE 

Informan kedua berasal dari instansi pemerintahan, yaitu dari 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dengan jabatan 

Petugas UPT TPA. Melalui informan ini akan didapatkan 
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informasi mengenai pemungutan dan pembuangan sampah akhir. 

3. Ronal  

Informan keempat berasal dari instansi pemerintahan, yaitu dari 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dengan jabatan 

Petugas UPT Retribusi. Melalui informan ini akan didapatkan 

informasi mengenai tatacara pembayaran dan pemungutan retribusi 

sampah. 

4. Ibu Sarifiah 

Informan kelima berasal dari salah satu masyarakat yang tinggal di 

perumahan pinggir Jalan Raya yang bekerja sebagai karyawan swasta. 

Melalui informan ini akan di dapatkan informasi mengenai Kebijakan 

retribusi pelayanan persampahan 

5. Putra 

Informan keenam berasal dari salah satu masyarakat pemilik usaha 

pertokoan di pinggir jalan.melalui informan ini akan di dapatkan 

informasi mengenai pelayanan retribusi sampah yang dilakukan oleh 

DLH Kota Tanjungpinang 

6. Reni dan Puja renata  

informan yang selanjutnya berasal dari salah satu masyarakat 

pedagang kaki lima. melalui informan ini akan di dapatkan informasi 

mengenai pelayanan retribusi sampah yang dilakukan oleh DLH Kota 

Tanjungpinang 
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7. Budi Hidayat  

Informan yang terakhir berasal dari salah satu masyarakat yang 

tinggal di perumahan dalam Gang.melalui informan ini akan di 

dapatkan informasi mengenai pelayanan retribusi sampah yang 

dilakukan oleh DLH Kota Tanjungpinang. 

 

4.2.2 Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan  

  

Pemerintah Kota Tanjungpinang memiliki salah satu kebijakan 

yang cukup potensial yaitu kebijakan retribusi jasa umum pelayanan 

persampahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 

5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.  

Dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 

2012 disebutkan bahwa terdapat jenis retribusi jasa umum, dimana jenis 

retribusi jasa umum adalah sebagai berikut: a)Retribusi Pelayanan 

Kesehatan, b)Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, c)Retribusi 

Pelayanan Parkir, c)Retribusi Pelayanan Pasar, d)Retribusi Pengujian 

Kendaraan Bermotor, dll Dari penjabaran diatas, maka dapat diketahui 

bahwa pelayanan persampahan/kebersihan termasuk kedalam jasa 

umum.  

Tujuan terbitnya peraturan daerah Nomor 5 tahun 2012 adalah 

guna melakukan penertiban terhadap pedagang/usaha serta masyarakat 

tidak lagi melakukan pembuangan sampah sembarangan.  
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Berikut merupakan hasil analisis dari realisasi penerimaan retribusi 

pajak tiap tahun ketahun : 

Gambar 4. 3 Realisasi penaerimaan retribusi persampahan 

 

 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang 

 

Berdasarkan gambar diatas berupa data realisasi penerimaan 

retribusi pajak yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan hidup Kota 

Tanjungpinang, dapat dilihat bahwa penerimaan  retribusi pajak tiap 

tahunnya semakin meningkat.  Retribusi tersebut berasal dari 

pemungutan retribusi pelayanan persampahan yang telah dijelaskan 

sebelumnya.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang untuk retribusi pelayanan 

persampahan dapat dilihat dari beberapa faktor faktor implementasi 
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Kebijakan dari teori Van Meter dan Van Horn dalam (Subarsono, 

2016:99)  

a. Standar dan sasaran kebijakan 
 

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga 

dapat direalisir. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur maka akan 

terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para 

agen implementasi. 

Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan 

tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan 

akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Agar implementasi 

berjalan dengan baik dan efektif, maka Dinas Lingkungan Hidup 

sebagai pelaksana kebijakan harus mengerti secara jelas mengenai 

peraturan retribusi pelayanan persampahan yang ada di Perda Nomor 5 

Tahun 2012. Juga sebagai pelaksana kebijakan, Dinas Lingkungan 

Hidup khusus nya bidang Pengelolaan sampah, kebersihan dan Limbah 

B3 yang menangani langsung pemungutan retribusi harus memberikan 

arahan atau sosialisasi agar para pedagang/usaha mengetahui adanya 

peraturan yang mengatur tentang retribusi pelayanan persampahan 

tersebut. 

Seperti yang dikatakan oleh Seksi bidang Pengelolaan sampah, 

kebersihan dan limbah B3: 

“Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana kebijakan atas 

peraturan daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 tahun 2012 sudah 

melakukan sosialisasi dan pemberitahuan kepada masyarakat 

mengenai peraturan retribusi ini. Agar masyarakat tahu mengenai 
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peraturan ini. Tentu saja Pemerintah Daerah ikut andil dalam 

sosialisasi ini. Kami biasanya sosialisasi melalui media elektronik, 

internet. Dan kami juga ada sosialisasi secara langsung dengan 

memberitahu masyarakat. Itu sudah ada di bagian Humas mengenai 

sosialisasi tersebut. Tentu saja sosialisasi secara tidak langsung 

yaitu dengan Perda No 5 Tahun 2012. ”  

(Wawancara oleh Bapak Boby, Tanggal 15 Desember 2022). 

 

Semua ketentuan untuk pelaksanaan pemungutan retribusi 

pelayanan persampahan tercantum dalam Peraturan Daerah Kota 

Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. 

Melalui peraturan tersebut sudah jelas termasuk salah satu bentuk 

sosialisasi. Transmisi sendiri menurut KBBI adalah pengiriman 

(penerusan) pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang lain.  

Dan dari hasil penuturan Seksi Bidang Pengelolaan Sampah, 

Kebersihan dan Limbah B3 adalah bahwa bidang Pengelolaan sampah, 

kebersihan dan limbah B3 sudah melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai pemungutan retribusi ini. Mereka sudah 

melakukan yang terbaik dengan sosilasi secara langsung maupun tidak 

langsung. Komunikasi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan para 

pedagang/usaha dengan wajib retribusi dilakukan dengan cara 

memberikan sosialisasi mengenai kebijakan retribusi sampah. Namun 

demikian, sekalipun selalu diadakan sosialisasi yang dilakukan oleh 

Pemerintah daerah maupun oleh Dinas Lingkungan Hidup masih 

terdapat hambatan dalam faktor komunukasi. 

Kemudian petugas UPT retribusi sampah, selaku yang menangani 

langsung pungutan retribusi memberikan pendapat: 



92 

 

 
 

“Kita sudah melaksanakan sosialisasi semaksimal mungkin 

mengenai kebijakan retribusi ini. Beserta tarif nya juga. Namun 

masyarakat sendiri masih belum mengerti bahkan ada yang tidak 

peduli mengenai pemungutan retribusi ini. Bahkan masih ada yang 

tidak tahu dengan peraturan ini. Tapi kami sudah berusaha 

melakukan sosialisasi semaksimal mungkin. Sehingga beberapa 

dari mereka ketika tiba saatnya untuk membayar retribusi banyak 

yang memberikan alasan, sehingga banyak yang menunggak 

pembayaran, tidak tepat waktu juga. Bahkan ada yang berbohong 

tentang pembayaran seperti punya 3 toko tapi hanya bayar satu 

toko. Tapi walaupun masyarakat begitu, kami tetap melaksanakan 

pelayanan kebersihan dengan baik. Tetap mengangkut dan 

membersihkan sampah. “(Wawancara oleh Bapak Ronal, Tanggal 

15 Desember 2022) 

 

Dari penuturan diatas adalah bahwa masyarakat dan 

pedagang/usaha sendiri yang masih belum disiplin dan belum peka 

mengenai pentingnya pembayaran retribusi tepat waktu. Adapun 

perwakilan masyarakat sebagai perwakilan pedagang/usaha 

memberikan pendapat sebagai berikut:  

“Kalau menurut pendapat saya, sosialisasi yang Dinas Lingkungan 

Hidup masih belum jelas mengenai peraturan retribusi ini. Karena 

beberapa dari kami masih ada yang belum paham bahkan mungkin 

tidak tau tentang Perda ini. Juga permasalahan ketepatan waktu itu 

karena dagangan kami tidak selalu ramai, jadi kami banyak yang 

tidak bisa membayar tepat waktu. Atau bahkan nunggak. 

“(Wawancara oleh ibuk Fuji, Tanggal 20 Desember 2022) 

 

Jika kebijakan kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang 

diinginkan, maka petunjuk petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus 

diterima oleh para pelaksana kebijakan,tetapi juga komunikasi 

kebijakan harus jelas. Dengan kejelasan informasi maka akan 

mendukung pihak manapun dan menutup adanya kesalahpahaman yang 

berdampak pada hasil dari kebijakan tersebut.  
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Seperti yang dikatakan oleh seksi Bidang Pengelolaan Sampah, 

Kebersihan dan Limbah B3:  

“Informasi yang diterima sudah jelas. Dan kami sudah memberikan 

intruksi kepada para pelaksana kebijakan termasuk Untuk tarif 

retribusi nya, sudah dijelaskan dalam perda No 5 tahun 2012 dan 

hasil retribusi ini nantinya juga akan masuk kedalam Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). Termasuk tata cara pemungutan retribusi 

pelayanan persampahan kami juga memberikan sosialisasi. Tapi 

dari masyarakat sendiri masih ada kendala.“(Wawancara oleh 

bapak Boby, Tanggal 15 Desember 2022).  

 

Dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 5 Tahun 2012 

pada pasal 11 mengenai objek retribusi pelayanan persampahan lalu 

Pasal 12 tentang Cara mengukur tingkat Penggunaan Jasa dan Pasal 13 

mengenai Struktur dan Besarnya tarif Retribusi. Kejelasan dalam 

komunikasi harus jelas dan tidak membingungkan. Dalam wawancara 

diatas dapat dijelaskan bahwa informasi yang diterima sudah jelas 

meliputi jumlah tarif, mekanisme pembayaran, tujuan pembayaran 

retribusi dan sebagainya. Tapi walaupun begitu masih terdapat kendala 

dari masyarakatnya sendiri seperti antara hak dan kewajiban masyarakat 

masih belum seimbang karena mereka membuang sampah tanpa mau 

membayar.  

Kemudian petugas UPT TPA memberikan pendapatnya:  

“Tentu saja informasi yang kami berikan sepertinya sudah jelas. 

Kami sudah melaksanakan intruksi sesuai peraturan dan Kami tidak 

mengenakan sanksi atau denda, karena kami kasihan juga pada 

masyarakat. Walaupun mereka sering mengeluh karena pelayanan 

kebersihan kita tidak optimal. Itu karena keterbatasan sarana dan 

prasarana. “(Wawancara, Tanggal  25 Desember 2022) 
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Mengenai denda yang dikatakan oleh Seksi Angkutan Sampah 

terdapat dalam Perda No 5 Tahun 2012 pada pasal 73 ayat 1 bahwa: 

“Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanya sehingga 

merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lam 3 

bulan atau pidana denda paling banak 3 kali jumlah retribusi terutang 

yang tidak atau kurang bayar. “ namun kenyataanya denda tidak 

diberlakukan oleh pemerintah Tanjungpinang karena merasa kasihan 

kepada masyarakat. Kejelasan informasi yang disampaikan akan 

menimalisir kemungkinan terjadinyaa distorsi atau penyimpangan 

informasi dari apa yang seharusnya atau dikhendaki oleh pemberi 

informasi sehingga proses implementasi kebijakan bisa lebih mudah 

dilaksanakan dalam mencapai tujuanya.  

Adapun perwakilan dari masyarakat perumahan di dalam Gang 

memberikan tanggapan nya:  

“Maaf tapi sosiaalisasi sejenis itu belum kami dapatkan. Sehingga 

beberapa dari kami masih ada yang belum ngerti dan bahkan belum 

mengetahui tentang pungutan sampah ini.“(Wawancara Bapak 

Budi hidayat, Tanggal 22 Desember 2022). 

 

Berdasarkan data dan teori diatas dapat diketahui bahwa 

masyarakat selaku perwakilan pedagang pertokoan atau pedagang kaki 

lima merasa intruksi yang diberikan masih belum jelas. Ketidak jelasan 

pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi 

kebijakan akan mendorong terjadinya interprestasi yang salah bahkan 

mungkin bertentangan dengan pesan awal. 
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b. Sumberdaya 

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari 

kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia 

merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan 

keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi 

menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan 

pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara 

politik.  

Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi 

dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah 

yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Menurut M.A Wahyudi dan Tjijtjik Rahayu (2013), sumber 

daya merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

mengimplikasikan sebuah kebijakan agar efektif dan efisien. Selain itu 

sumber daya memiliki peranan yang vital dalam perputaran roda 

organisasi. Implementasi membutuhkan sumber daya baik sumber daya 

manusia maupun non manusia. 

Kemudian sumber daya waktu juga merupakan sumber daya 

yang mempengaruhi kebijakan kebijakan retribusi pelayanan 

persampahan di kota Tanjungpinang yang meliputi ketepatan waktu 

dalam menyetor hasil pemungutan retribusi sampah yang telah 

dilakukan, ketepatan waktu apakah target dan realisasi retribusi sampah 

Kota Tanjungpinang di setiap tahun sudah tercapai atau belum maupun 
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ketepatan waktu sebagai feedback atas pembayaran yang dipungut 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang ke masyarakat. Indikator 

sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu: 

a) Staf adalah Sumber daya yang utama dalam implementasi 

kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi 

kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak 

mencukupi, memadai, atau tidak kompeten dibidangnya. Dalam hal 

pemungutan retribusi pelayanan persampahan sangat diperlukan 

staf yang cukup serta memiliki kemampuan yang sesuai untuk 

menjalankan tugasnya tersebut.  

Maka dapat dilihat dari hasil wawancara oleh Seksi Bidang 

Pengelolaan Sampah, Keberhasilan dan Limbah B3: 

“Untuk sarana dan prasarana, memang masih belum menunjang 

dan petugas persampahannya pun masih kurangsehinggabelum 

maksimal pekerjaannya. Makanya kami hanya melayani 

Pemungutan yang besar-besar saja dulu atau pungutan yang ada 

di pinggir jalan rayasaja sehingga untuk pungutan perumahan di 

dalam nanti akan kami jalankan bila petugas persampahan dan 

retribusi nya sudah mencukupi. Di karena keterbatasan SDM 

yang ada. Tapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. 

“(Wawancara oleh Bapak Boby, Tanggal 15 Desember 2022) 
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Tabel 4. 1 Staff/Petugas Pelaksana Pemungutan Retribusi 

 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang 

b. Informasi merupakan sumber penting dalam pelaksaan kebijakan, 

ketersediaan informasi yang cukup sangat mendukung pelaksanaan 

kebijakan. Informasi dalam hal ini merupakan informasi mengenai 

bagaimana melaksanakan atau menjalankan sebuah kebijakan. 

Informasi-informasi mengenai bagaimana melaksanakan kebijakan 

pemungutan retribusi pelayanan persampahan sudah sangat jelas 

didalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 

2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.  

Informasi yang diterima oleh implementer mengenai pelaksanaan 

suatu program harus akurat, mulai dari objek dan subjek retribusi, 

tarif retribusi, sampai pada pelaksanaannya serta ketaatan personil-

personil dalam menjalankan tugas masing-masing.  

Maka dapat dilihat dari hasil wawancara oleh Seksi Pengelolaan 

Sampah, Keberhasilan dan Limbah B3:  

“Untuk bukti bahwa telah membayar retribusi kami 

NO Petugas/Staff  Jumlah 

1. Bendahara Retribusi  2 Orang 

2. Juru Pungut Retribusi 15 Orang 

3. Pramu Kebersihan 22 Orang 

4. Pengemudi Truk Sampah 26 Orang 

5. Koordinator Lapangan       5 orang 
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memberikan benda berharga berupa karcis. Kami pungut 

retribusi nya ada yang setiap hari dan ada juga yang setiap 

bulannya, itu tergantung kemauan masyarakatnya. Untuk 

pemungutan nya kami datangi setiap titik retribusinya. 

Untuk pembayaran nya bisa via transfer, qiuris/barqode 

dan sudah sesuai peraturan yang berlaku. “(Wawancara, 

Tanggal 15 Desember 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 5 Tahun 

2012 pasal 61 membahas mengenai pemungutan retribusi yang 

mana retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon dan 

kartu langganan. 

Informasi tersebut terkait dengan kebijakan retribusi 

pelayanan persampahan. Dalami mplementasi kebijakan, 

informasi mempunyai dua bentuk yaitu: informasi yang 

berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan 

informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap 

peraturan dan regulasi perintah yang telah ditetapkan. 

 Gambar 4.4 Wawancara dengan Bapak Roby 

Deworianto S.Sos 
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Lalu petugas UPT Retribusi persampahan memberikan 

pendapatnya 

“Untuk tata cara pemungutan nya sudah kami jelaskan, yaitu 

obyek dilayani dahulu baru membayar melalui karcis. Dan 

Hambatan dari kami yang menangani secara langsung itua 

dalah kebanyakan para pedagang tidak maumembayar karena 

menurut mereka Pemerintah telah membayar semuanya. 

Padahal kan itu sudah jadi kewajiban masyarakat untuk 

membayar retribusi. Juga masih banyak kendala dari 

masyarakat sendiri., banyak yang berbohong dan mencari cari 

alasan agar tidak membayar retribusi. “(Wawancara, Tanggal 

15 Desember 2022) 

 

 

 
 

 

 

 

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 5 Tahun 

2012 pada pasal 61 sudah dijelaskan pada pasal 51 dan pasal 

61 mengenai pemungutan retribusi. Dan Peraturan Daerah 

Kota Tanjungpinang No 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa 

Umum. Informasi tersebut sudah memuat tentang Obyek 

retribusi, Tingkat Penggunaan Jasa, dan Besar Tarif Retribusi. 

 
Gambar 4.5 Wawancara dengan 

Ronal 
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Informasi menjadi faktor penting dalam implementasi 

kebijakan, terutama informasi yang relavan dan cukup terkait 

bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Kemudian 

perwakilan pedagang Pertokoan memberikan tanggapanya: 

 

“Ya, kami diberikan karcis retribusi setiap hari.Ada petugas 

yang menagihnya setiap hari ke toko. Disana juga sudah 

tertulis peraturan tentang pungutan ini. “(Wawancara, Tanggal 

25 Desember2022) 

 

Berdasarkan data dan teori diatas dapat diketahui 

bahwa Informasi mengenai retribusi tentu menjadi hal yang 

sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan dalam 

pemungutan retribusi pelayanan persampahan yang ada di Kota 

Tanjungpinang. Informasi dibutuhkan oleh semua pihak agar 

arah dan tujuan yang sudah ditetap kan sebelumnya dapat 

berjalan dengan baik, kerjasama dengan beberapa pihak serta 

informasi bisa menjadi tolak ukur dalam keberhasilan 

pelaksanaan suatu kebijakan terutama dalam pemungutan 

retribusi pelayanan persampahan. 

c) Fasilitas fisik bisa pula merupakan sumber sumber penting dalam 

implementasi. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang 

memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan, dan 

mungkin mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi 

tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa 

perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar kemungkinan 
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implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil. 

Menurut pendapat Seksi Bidang Pengelolaan Sampah, Kebersihan 

dan Limbah B3: 

“Fasilitas yang kami gunakan untuk pelaksanaan kebijakan 

ini masih belum optimal sehingga banyak yang mengeluh 

karena pelayanan kami belum maksimal yang dikarenakan 

ketersediaan alat yang belum memadai. Sehingga 

pendapatan retribusi yang kami terima setiap tahun nya 

bisa tercapai itu juga membutuhkan kerjasama dari  

masyarakat sendiri. “(Wawancara oleh Bapak Boby, 

Tanggal 15 Desember 2022) 

 

 

Keterbatasan tersebut membuat Dinas Lingkungan 

Hidup sebagai pelaksana kebijakan sulit untuk 

mengimplementasikan kebijakan secara maksimal, sementara 

dalam kebijakan tersebut pelaksana dituntut untuk profesional 

dalam menjalankan kebijakan. Fasilitas  fisik merupakan faktor 

penting dalam implementasi kebijakan. Tanpa adanya fasilitas 

pendukung sarana dan prasarana maka implementasi kebijakan 

tersebut tidak akan berhasil. Pengadaan fasilitas yang layak 

akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu 

program atau kebijakan. 

c. Hubungan antar organisasi 

 

Dalam  banyak  program,   implementasi   sebuah 

program perlu dukungan dan koordinasi dengan   instansi lain.  

Untuk  itu diperlukan  koordinasi   dan   kerja sama antar 

instansi bagi keberhasilan suatu program. 
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Menurut pendapat Seksi Bidang Pengelolaan Sampah, 

Keberhasihan dan Limbah B3: 

“Instansi yang terlibat dalan kebijakan ini adalah Satpol PP 

dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, untuk 

koordinasinya sangat baik maki selama ini selalu ada rapat 

rutin mengenai wajib retribusi yang nunggak atau yang tidak 

mau bayar jadi kita rapatkan bersama instansi yang terlibat 

ini.” (Wawancara oleh Bapak Boby, Tanggal 15 Desember 

2022). 

Jadi untuk hubungan antar organisasi ini sangat berjalan 

dengan baik antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang 

dengan Salpol PP dan Badan Pengelola Pajak dn Retribusi Daerah. 

d. Kondisi sosial, politik dan ekonomi 

 

Variabel Ini mencakup sumber daya ekonomi lingkugan 

yang dapat mendukung keberhasilan  implementasi kebijakan, 

sejauh mana kelompok kelompok kepentingan memberikan 

dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para 

partisipan  yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat 

opini public yang ada dilingkungan dan apakah elite politik 

mendukung implementasi kebijakan. 

Menurut pendapat Seksi Bidang Pengelolaan Sampah, 

Keberhasihan dan Limbah B3: 

“ ya tentu saja elite politik sangat mendukung kebijakan 

ini karena sebagian dari mereka lah yang membuat kebijakan 

ini, jadi gak mungkin mereka gak mendukung kebijakan yang 

bagus ini toh kebijakan ini kan untuk kepentingan bersama .” 
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(Wawancara oleh Bapak Boby, Tanggal 15 Desember 2022). 

 

 

e. Disposisi Implementor 

 

Disposisi adalah watak dan karakteristiks yang dimiliki 

oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat 

demokratis. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas 

implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika 

implementor setuju dengan bagian bagian isi dari kebijakan 

maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi 

jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan 

maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. 

Sikap pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi 

keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan.Hal 

ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan 

bukan lah hasil formulasi masyarakat setempat yang mengenal 

betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi 

kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat 

mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan 

tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau 

permasalahan  yang harus di selesaikan. 

 
 

a) Komitmen Aparatur Pelaksana 

 

Komitmen adalah perjanjian (keterkaitan) untuk 



104 

 

 
 

melakukan sesuatu.Komitmen aparatur pelaksana menjadi 

faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan, oleh sebab itu 

semestinya komitmen didukung oleh berbagai faktor dari 

aparatur pelaksana. 

Faktor pertama yang mempengaruhi komitmen aparatur 

pelaksana adalah komitmen organisasi, karena performa 

pelaksana kebijakan public itu sendiri tidak terlepas dari 

manejerial yang dilaksanakan oleh pemimpin organisasi. 

Seperti yang diungkapkan oleh Seksi Pengelolaan 

Sampah, Kebersihan dan Limbah B3 mengatakan bahwa: 

“Sudah pasti kita punya komitmen bahwa kebijakan 

retribusi ini harus ditingkat kan dan kita harus maksimal 

pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat bisa 

merasa puas terhadap pelayanan kebersihan yang kami 

berikan karena mereka telah membayar retribusi. 

“(Wawancara oleh Bapak Boby, Tanggal 15 Desember 

2022). 

 

Pendapat diatas menunjukan bahwa para pelaksana 

sudah memahami betul standar dan tujuan kebijakan. 

Mereka saling mendukung dan berkomitmen agar 

pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan persampahan ini 

bisa dijalankan dengan baik dan tentu saja bisa mencapai 

target untuk setiap tahunnya. 

Hasil yang sama dikatakan oleh Seksi UPT TPA,beliau 

mengatakan: 

“Insyaallahya, kalau dari kami sendiri sudah melaksanakan 

kebijakan dengan baik. Sebagai mana tugas nya masing 
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masing, jadi mengenai hal ini saya rasa sudah ditunjukan 

dengan dukungan. Dan Alhamdulilah kita selalu mencapai 

target untuk pertahunya bahkan selalu melebihi target. 

“(Wawancara oleh Bapak M. Ripayandi Putra, SE. Tanggal 

15 Desember) 
 

Kemudian perwakilan pedagang pertokoan memberikan 

pendapatnya: 

“Untuk kami, peraturan retribusi ini sudah baik.Kami 

juga menanggapinya dengan baik walaupun ada 

sebagian dari kami yang tidak menanggapinya dengan  

baik. Tapi saya sendiri cukup mengerti kalau hasil dari 

retribusi ini nantinya akan berguna untuk masyarakat 

juga. “(Wawancara bapak Putra, Tanggal 25 Desember 

2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan data dan teori diatas dapat diketahui bahwa aparat 

pelaksana yang melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan 

persampahan memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas  

mereka sesuai dengan tugas dan wewenang serta ketetapan yang 

terdapat pada Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 

Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. 

 Gambar 4.6 Wawancara dengan Bapak 
Putra 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 
 

 Berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa 

Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan Di Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang. Belum berjalan secara maksimal. 

Dikarenakan belum meratanya sisoalisasi peraturan Daerah hingga masyarakat 

masih ada yang tidak mengetahui adanya peraturan tersebut, kemudian adanyanya 

penurunan hasil dari pendapatan retribusi persampahan secara berturut-turut mulai 

dari tahun 2018 singga tahun 2021 mengalami penurunan hingga tidak mencapai 

target yang ditetapkan dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum 

membayar bahkan tidak mau membayar retribusi tersebut. Selanjutnya pada 

proses pelaksanaan Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum Pelayanan 

Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang terdapat 5 

indokator yang dapat mempengaruhi program implementasi kebijakan yang dalam 

hal ini masih belum optimal yaitu sebagai berikut : 

1. Standar dan sasaran kebijakan 

2. Sumberdaya 

3. Hubungan antar organisasi 

4. Kondisi sisoal,politik dan ekonomi 

5. Disposisi Implementor 
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5.2 Saran 

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka penulis 

merekomendasikan saran terkait Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa 

Umum Pelayanan Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Tanjungpinang Sebagai berikut : 

1. mengoptimalisasikan lagi sasaran kebijakannya dengan mengadakan 

pengawasan yang lebih ketat lagi dalam penyelenggaraan pemungutan 

retribusi pelayanan persampahan agar pelangaran-pelanggaran yang 

terjadi bisa ditindak lanjuti dan pihak kecamatan serta kelurahan harus 

memberikan bukti administrative terhadap wajib retribusi yang telah 

membayar kewajiban mereka. penarikan retribusi yang dilakukan oleh 

pemerintah juga harus lebih jelas lagi, serta dan yang sudah 

membayar retribusi pemerintah harus memastikan sampah yang ada 

pada masyarakat di angkut oleh petugas kebersihan dengan bersih 

tanpa terkecuali. 

2. perlu adanya pemberdayaan masyarakat mengenai mengenai 

pengelolaan sampah rumah tangga untuk hasil yang efektif agar 

faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan berjalan dengan baik 

serta pemerintah dapat mengembangkan sumberdaya manusia dalam 

melaksanakan tugasnya dan memperbaiki struktur birokrasi untuk 

melakukan pengawasan dalam kebijakan tersebut, serta melakukan 

sosialisasi yang teratur untuk lebih mengembangkan dan mengetahui 

faktor-faktor yang dapat menghambat keberhasilan program dalam 

menjalanka Kebijakan untuk kepentingan Publik.    
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 PedomanWawancara 

 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN 

PERSAMPAHAN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA 

TANJUNGPINANG 

 

A.KarakteristikResponden 

1.Nama: 

2.Umur: 

3.JenisKelamin: 

4.Jabatan: 

5.Hari,TanggalWawancara: 

B.DaftarPertanyaan(PemangkuKebijakan, Dinas Lingkungan Hidup) 

1.StandardanSasaranKebijakan 

a. Bagaimana Standard dan Sasaran Kebijakan dari Peraturan 

Pemerintah terkait Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan 

b. Apakah Retribusi pelayanan persampahan sudah tepat sasaran 

c. Menurut Bapak apakah pelaksanaan sosialisasi tentang Kebijakan 

retribusi pelayanan persampahan berdasarkan peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 2012 sudah terlaksana dengan baik, jika sudah 

pelaksanaan seperti apa yang sudah dilakukan 

d. siapa saja yang menjadi sasaran kebijakan Retribusi Pelayanan 

Persampahan 

e. Menurut bapak apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari 

implementasi tersebut 
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f. Menurut Bapak apakah sudah efektif upaya yang dilakukan Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dalam menegakkan Perda 

Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan 

g. Apakah ada kendala dalam menjalankan kebijakan retribusi 

pelayanan persampahan ini 

h. Apa saja dampak positif dan negative dari Implementasi Kebijakan 

Reytribusi Pelayanan Persampahan 

i. Berapa Jumlah titik pemungutan Retribusi pelayanan persampahan 

yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang 

j. Berapa jimlah titik yang sudah dan yang bekum melakukan 

pembayaran retribusi pelayanan persampahan ini 

k. Apakah ada sanksi yang dilakukan kepada pihak yang belum atau 

tidak mau membayar retribusi pelayanan persampahan ini 

l. bagaimana cara melakukan penungutan pembayaran retribusi 

pelayanan persampahan ini 

 

2.   Sumberdaya 

a. Bagaimana kesiapan sumberdaya manusia dalam penerapan kebijakan 

retribusi pelayanan persampahan sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 

2012 Tentang retribusi jasa umum 

b. Sumberdaya apa saja yang diburuhkan dalam implementasi kebijakan 

retribusi pelayanan persampahan 

c. apakah sumberdaya manusia dan non manusia dalam melakukan 

implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan sudah 

mencukupi, jika belum sumberdaya apa saja yang belum tercukupi 

d. Apakah ada staff khusus yang menangani terkait kebijakan retribusi 

pelayanan persampahan ini 

e. Berapa jumlah besaran penarikan retribusi pelayanan persampahan 

yang diterima setiap bulannya 
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3.   Hubungan Antar Organisasi 

a. Aapakah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang melibatkan 

instansi lain dalam menginplementasikan kebijakan retribusi pelayanan 

persampahan ini, Jika iya instansi mana saja yang terlibat 

b. Bagaimana koordinasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang 

dengan instansi lain 

c. Apakah tugas dan wewenang dari masing-masing sudah jelas dan 

terperinci dengan baik, atau masih ada tumpang tindih dengan Dinas 

atau instansi lain 

 

5. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi 
 
a. Apakah kondisi social, politik dan ekonomi lingkungan mempengaruhi 

implementasi kebijakan ini 

b. Bagaimana respon atau pertisipasi masyarakat terhadap implementasi 

kebijakan retribusi pelayanan persampahan ini 

c. Menurut bapak apakah elit politik mendukung terkait kebijakan 

retribusi pelayanan persampahan ini bedasarkan peraturan daearah 

Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum 

 
6. Disposisi Implementor 

 
a. Bagaimana sikap para pelaksana dalam menerapkan kebijakan 

retribusi pelayanan persampahan tersebut 

b. Bagaimana implementasi dilapangan untuk mendukung kebijakan 

retribusi pelayanan persampahan ini, apakah sudah berjalan dengan 

baik 

c. Apakah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang memiliki 

pemahaman dan pengetahuan yang baik atas isi dari peraturan daerah 

tersebut 
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PedomanWawancara 

 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN 

PERSAMPAHAN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA 

TANJUNGPINANG 

 

A.KarakteristikResponden 

1.Nama: 

2.Umur: 

3.JenisKelamin: 

4.Jabatan: 

5.Hari,TanggalWawancara: 

B.DaftarPertanyaan(Masyarakat) 

a. Apakah Bapak/ibu mengetahui terkait kebijakan retribusi pelayanan 

persampahan yang di jalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 

Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan 

b. Apakahadasosialisasidaripemerintahkepadamasyarakatterkaitkebijakan 

retribusi pelayanan persampahan yang di jalankan oleh Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum 

Pelayanan Persampahan 

c. Bagaimanatanggapansaudaraterkaitadanyakebijakanperaturan Daerah Kota 

Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum 
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Pelayanan Persampahan 

d. Apakah saudara mendukung dengan adanya kebijakan retribusi pelayanan 

persampahan yang di jalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 

5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan 

e. Apakah anda terbebani dengan adanya pembayaran retribusi persampahan 

tersebut 

f. Apakah Kebijakan Retribusi Pelayanan persampahan tersebut memberikan 

manfaat yang positif bagi anda dan masyarakat Kota Tanjungpinang pada 

umumnya 

g. Apakah keberadaan sampah mengganggu anda 

h. Bagaimana tata cara melakukan pembayaran Retribusi pelayanan 

persampahan tersebut 
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Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian 

 

Wawancara bersama Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Tanjungpinang 

Bersama Bapak Boby Deworianto. S. Sos 

 

Wawancara bersama Subag Kepegawaian dan Umum Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Tanjungpinnag 

 

Bapak Iswahyudi    Bapak Minan 
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Wawancara Bersama petugas UPT Retribusi  Dinas Lingkungan Hidup  

KotaTanjungpinnag 

Bapak Ronal 

 

  

Wawancara Bersama Masyarakat Kota Tanjungpinnag 

  

Ibuk Puja Renata     Putra 

pelaku usaha pedagang kaki lima  Pelaku usaha pertokoan 



 
 

119 
 

 

Kak Reni pelaku usaha pedagang kaki lima 

Ibuk  Sarifiah   

   Bapak Budi Hidayat 
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Lampiran 3 Dokumentasi 
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Lampiran 4 Surat Rekomendasi Penelitian Dari Fakultas 
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Lampiran 5 Surat Rekomendasi Penelitian Dari Instansi Pemerintah  
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Lampiran 6 Surat keterangan telah melaksanakan penelitian dari  

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang 
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Lampiran 7 Surat keputusan penetapan dosen pembimbing 
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Lampiran 8 surat keputusan penetapan dewan penguji usulan penelitian 
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Lampiran 9 surat keputusan penetapan dewan penguji usulan penelitian 
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Lampiran 10 Lembar perbaikan skripsi 
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